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Handika, Glori. 2019. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam 
Monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan 
Slawi Kabupaten Tegal. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti 
Tegal. Pembimbing I : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II : Agus 
Setio Widodo, S.IP, M.Si 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah kurang maksimalnya peran Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam monitoring pedagang 
kaki lima (PKL) di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan 
Slawi kabupaten Tegal. 
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam monitoring pedagang kaki lima di 
jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal. 
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi 
permasalahan peadagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang 
peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam 
monitoring pedagang kaki lima (PKL) di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik dan analisa data 
menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal pada tiga kegiatan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peran Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal berjalan kurang maksimal, hingga saat ini 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal belum bisa mengatasi 
permasalahan pedagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang 
kaki lima yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Penetapan Lokasi Dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang 
Kaki Lima Di Kota Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini pedagang kaki lima 
(PKL) di kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal. 
Adapun kendala dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal secara garis besar yaitu belum tersedianya 
anggaran untuk membangun prasarana sarana pedagang kaki lima (PKL) di 
tempat tujuan relokasi. 
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The main problem of this research is the less than optimal role of the Tegal 
Regency Trade, Cooperative and SME Office in monitoring street vendors (PKL) 
on Mayjen Sutoyo Street, Slawi District, Tegal Regency. 
 
The objectives to be achieved in this study are: 
1. To describe the role of the Department of Trade, Cooperatives and 
SMEs in monitoring street vendors on the road to Mayjen Sutoyo, Slawi 
sub-district, Tegal district. 
2. To describe the constraints in monitoring street vendors on the road to 
Mayjen Sutoyo, Slawi sub-district, Tegal district. 
3. To describe the solution that will be taken to overcome the problem of 
street vendors who occupy locations outside the location of the 
established street vendors. 
 
The type and type of research used is descriptive qualitative research, 
namely research that seeks to describe clearly the role of the Tegal Regency Trade, 
Cooperative and SME Office in monitoring street vendors (PKL) on Mayjen Sutoyo 
Street, Slawi District, Tegal Regency. In this study the authors used data collection 
techniques in the form of observation, interviews, literature and documentation. 
Data analysis and technique uses functional interactive analysis which starts from 
three activities, namely data reduction, data presentation and data verification. 
 
The results of the study illustrate that the role of the Office of Trade, 
Cooperatives and SMEs in monitoring street vendors on the road of Mayjen Sutoyo, 
Slawi sub-district, Tegal district has not been optimal, until now the Department of 
Trade, Cooperatives and SMEs in Tegal Regency has not been able to overcome the 
problem of street vendors in outside the location of street vendors that have been 
set out in the regulation of  Tegal Regent Number 7 Year 2018 concerning 
Determination of Location and Preparation of Infrastructure for Business Facilities 
for Street Vendors in Slawi City, Tegal Regency, in this case street vendors (PKL) 
in the road area Mayjen Sutoyo sub-district of Slawi district Tegal. As for the 
obstacles in monitoring street vendors on the street of Mayjen Sutoyo, Slawi sub-
district, Tegal regency, in general, there is no budget available to build street 
vendors (PKL) infrastructure at the destination of relocation. 
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I.1 Latar Belakang Penelitian 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan 
antara jumlah kesempatan kerja dengan penduduk angkatan kerja. Seperti 
diketahui, bahwa lapangan pekerjaan di perkotaan sebagian besar bergerak di 
sektor formal, yaitu bidang non agraris yang biasanya membutuhkan tenaga kerja 
dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi. Sisi yang berlawanan, jumlah 
penduduk angkatan kerja di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai bekal 
pendidikan dan ketrampilan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak dapat 
memenuhi kriteria-kriteria pekerjaan yang tersedia. Hal ini menjadi salah satu 
faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di 
perkotaan. Sebagai manusia, mereka mempunyai kebutuhan hidup yang harus 
dipenuhi. Oleh karena itu, dengan keterbatasan kemampuan yang ada, mereka 
berusaha untuk tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup. 
Kecamatan Slawi yang menjadi ibukota Kabupaten Tegal sebagaimana 
pusat kota lainnya merupakan sentra dari beragam aktivitas kemasyarakatan, baik 
sebagai tempat pemukiman, pemerintahan, perekonomian, perpolitikan, 
keagamaan maupun kebudayaan. Beragam cara yang dilakukan masyarakat 
kecamatan Slawi untuk bertahan hidup di tengah gempuran persaingan dan 
perkembangan zaman,menyempitnya lapangan pekerjaan, serta bertranformasinya 





heterogen perkotaan, termasuk dalam hal mencari nafkah yang diantaranya 
tercermin melalui fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu 
sumber mata pencaharian masyarakat kecamatan Slawi. 
 Berbicara mengenai pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Kabupaten 
Tegal sendiri mempunyai beberapa regulasi yang mengatur pedagang kaki lima 
tersebut, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Ketertiban Umum tepatnya pasal 25 dan pasal 26. Pasal 25 menyebutkan 
bahwa:  
“Setiap orang atau badan dilarang membangun, mendirikan bangunan permanen, 
menggunakan gerobak, tenda dan sejenisnya untuk berjualan (warung, pedagang 
kaki lima) dan/atau jenis usaha lainnya di depan instansi/kantor pemerintah, 
bantaran sungai, bibir pantai, tepi waduk, badan jalan, trotoar, taman kota, alun-
alun, areal pemakaman, tempat peribadatan dan di tanah milik pemerintah, kecuali 
atas ijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.” 
 
Kemudian dilanjutkan pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap 
pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan 
keindahan serta menjaga kesehatan lingkungan disekitar tempat berdagang yang 
bersangkutan.  
Relasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Satpol PP 
sudah terjalin dengan baik dalam hal penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum tersebut, akan tetapi hasil 
terkait tertatanya pedagang kaki lima (PKL) dirasa belum maksimal. Progres dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban 
Umum sendiri belum menuai hasil positif, masih banyak ditemui pedagang kaki 





melanggar aturan yang hingga akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 
menuangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan 
tempat usaha tertentu pada pasal 26 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 
diatur dengan Peraturan Bupati.  
Atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Ketertiban Umum tepatnya pasal 25 dan pasal 26 diatas, maka 
diterbitkanlah Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Lokasi Dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota 
Slawi Kabupaten Tegal. Isi dari regulasi tersebut diantaranya penetapan lokasi 
pedagang kaki lima dan penugasan dari Bupati kepada Dinas Perdagangan, 
Koperasi, dan UKM terkait penataan pedagang kaki lima di wilayah kecamatan 
Slawi  
Melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Lokasi Dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota 
Slawi Kabupaten Tegal pasal 3, ditetapkanlah 11 lokasi tersebut diantaranya 
Kompleks Alun-alun Hanggawana, Kompleks GOR Trisanja, Konpleks RSUD dr. 
Soeselo, Kompleks Taman Rakyat Slawi Ayu ( TRASA ), Kompleks Eks 
Terminal Procot Slawi, Kompleks Eks Pasar Hewan Curug Pangkah, Kompleks 
Lapangan Rumah Dinas Bupati, Koridor Jalan KS Tubun, Kompleks Pusat 
Perdagangan Kota Slawi (Ruko Slawi), Kawasan Eks SMEAN Kagok dan 
Kawasan Terminal Dukuhsalam. 
Dalam hal ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang merupakan 





berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perdagangan, 
pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM mempunyai fungsi dalam memonitoring 
dan mengevaluasi terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal tersebut. Monitoring disini bertujuan untuk 
mengendalikan berkembangnya usaha pedagang kaki lima di kecamatan Slawi  
pada lokasi-lokasi di luar lokasi yang ditetapkan. 
Suatu tindakan monitoring diperlukan sebagai sarana pengendalian 
pelaksanaan agar program tetap berjalan dalam jalur yang direncanakan serta agar 
kebijakan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran 
(Prijambodo, 2014). 
Kegiatan monitoring oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
terhadap pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Slawi kabupaten Tegal telah 
dilakukan, akan tetapi hasil dari monitoring tersebut dirasa belum maksimal. 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM belum bisa mengatasi permasalahan 
peadagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima 
yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dibuktikan melalui fenomena-fenomena yang 
ada yaitu masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang berdagang di luar lokasi 
yang telah ditetapkan dalam peraturan. 
Berdasarkan data akhir Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada 
bulan Januari 2019, masih terdapat 114 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
berdagang di luar lokasi yang telah ditetapkan, yaitu tepatnya di jalan Mayjen 
Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal. Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan 





sudah cukup banyak, pedagang kaki lima (PKL) tersebut juga menyebabkan 
kesemrawutan jalan dan menimbulkan kesan kumuh akibat kondisi lapak yang 
tidak teratur serta akibat sampah yang ditinggalkan para pedagang kaki lima 
(PKL) seusai berdagang, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus 
segera melakukan suatu tindakan.  
 Berikut data-data Pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo : 
Tabel I.1 daftar pedagang kaki lima jam berdagang pukul 07.00 s/d 18.00 WIB 
NO NAMA ALAMAT JENIS DAGANGAN 
1 KARTINAH SLAWI WETAN SAYURAN 
2 UNTUNG PEKERINGAN TAHU GORENG 
3 YANTO KAGOK BAKSO 
4 SOLIKHA BOGARES KIDUL SAYURAN 
5 WASRONI PAKEMBARAN BUAH-BUAHAN 
6 M ALWI TEMBOK BANJARAN PAKAIAN 
7 SULIMIN KAGOK BARAT JAHIT 
8 WARGONO KAGOK BAKSO 
9 WARYATUN SLAWI WETAN PETASAN 
10 RAHYO TEGAL WANGI IKAN HIAS 
11 SAEFUDIN KABUNAN KUNCI 
12 YONO TRAYEMAN OLOS 
13 KHOLIPAH KAGOK BUAH-BUAHAN 
14 SAURI JATIRAWA GORENGAN 
15 TOHIR DERMASUCI GORENGAN 
16 EDI RITONO DK SEMBUNG ES KELAPA MUDA 
17 AGUS KAGOK WARUNG MAKAN 
18 PARUDI KAGOK POTONG RAMBUT 
19 BUDI SLAWI KULON SOL SEPATU 
20 ADE LAKMAN KAGOK COUNTER 
21 ABTOL KAGOK POTONG RAMBUT 
22 ADY KARYATI SLAWI WETAN SOTO 
23 KARYEM PEDAGANGAN DAWET 
24 SAIMAH SLAWI WETAN PAKAIAN 
25 KARINAH SLAWI WETAN PAKAIAN 
26 DARMINTO SLAWI ES KELAPA MUDA 
27 DAKEHA SLAWI WETAN SOTO 
28 BUDI KAGOK TAHU GORENG 
29 MARTO SLAWI WETAN BAKSO 





31 NUR SITI KAGOK TAHU GORENG 
32 NANANG SLAWI WETAN ANEKA KUE 
33 TUTI N KAGOK TAHU GORENG 
34 SRI KAGOK TAHU GORENG 
35 ALINUDIN SLAWI WETAN BUAH-BUAHAN 
36 AGUNG BREBES ES KELAPA MUDA 
37 SUTINAH KAGOK TAHU GORENG 
38 NUGI KENDAL SERUT SOL SEPATU 
39 ROJAK KAGOK BUAH-BUAHAN 
40 WAKLAN UJUNG RUSI CHIKEN 
41 YUDI KAGOK BUAH-BUAHAN 
42 BURHANUDIN KAGOK TAHU GORENG 
43 TEGUH S PROCOT TAMBAL BAN 
44 FUTARNO DUKUH WRINGIN TAHU GORENG 
45 WATNO SLAWI WETAN TAHU GORENG 
46 DARWO DUKUH SEMBUNG ES KUWET&MIE 
47 RAHANTO DUKUH SEMBUNG POTONG RAMBUT 
48 JAMALUDIN JATINEGARA BUAH-BUAHAN 
49 SITI K KAGOK WARUNG MAKAN 
50 KHOLIS KEBUNAN TAMBAL BAN 
51 KHERI CURUG WARUNG MAKAN 
52 TOMAE SLAWI CUCI MOTOR 
53 NUR SLAWI WETAN SKOTLET 
54 BITIN SLAWI WETAN POTONG RAMBUT 
55 RENI JATINEGARA COUNTER 
56 SRI KURNIATI DUKUH SEMBUNG JAJANAN 
57 MALIDI DUKUH SEMBUNG ES KELAPA MUDA 
58 THOLIB DUKUH SEMBUNG ES KELAPA MUDA 
59 SINUR DUKUH SEMBUNG KOPI 
60 EKO DUKUH SEMBUNG PAKAN BURUNG 
61 SANTOSO DUKUH SEMBUNG AYAM POTONG 
62 TEDI DUKUH SEMBUNG SKOTLET 
63 SUPRIYATIN DUKUH SEMBUNG MINUMAN/ROKOK 
64 ADKHAN DUKUH SEMBUNG BUAH-BUAHAN 
65 TITI BOGARES KIDUL ES 
66 AJI KABUNAN SEMPOLAN 
67 YUNUS CURUG AYAM GEPREK 
68 SUNARTO PAKEMBARAN PLAT NOMOR 
69 NUR H PESAWAHAN DAWET HITAM 
70 SUNARTO CURUG MIE AYAM 
71 HENDRI P CURUG ES KELAPA MUDA 





 Tabel diatas menjelaskan bahwa masih banyak pedagang kali lima yang 
berdagang di luar lokasi yang telah di tetapkan dalam peraturan. Berdasarkan data 
tabel diatas, terdapat 71 pedagang kaki lima yang berdagang di jalan Mayjen 
Sutoyo pada pukul 07.00 s/d 18.00 WIB. 
Tabel I.2 daftar pedagang kaki lima jam berdagang pukul 18.00 s/d 00.00 WIB 
NO NAMA ALAMAT JENIS DAGANGAN 
1 MUSTOFA DUKUHWARU NASI GORENG 
2 WIWI KAGOK ROTI BAKAR 
3 TOHA SLAWI KULON GORENGAN 
4 RUDI SLAWI KULON BUBUR KACANG IJO 
5 UJANG DUKUHLO MARTABAK 
6 EVAN TEMBOK KIDUL SATE SEAFOOD 
7 GOFUR KAGOK GORENGAN 
8 GUNAWAN LEBAKSIU MARTABAK 
9 IPUNG BOJONG ONDE-ONDE 
10 TONI TEGAL CHIKEN 
11 SABAR KAGOK ANGKRINGAN 
12 IFONI KAGOK AYAM BAKAR 
13 SANTOSO KALISAPU ROTI BAKAR 
14 TRI SLAWI WETAN CHIKEN 
15 MAGFUR KAGOK MARTABAK 
16 OJI LEBAKSIU PUKIS 
17 YUDI TEGAL WANGI PUTU 
18 RIDWAN KAGOK SRABI SOLO 
19 USMAN SLAWI WETAN AYAM BAKAR 
20 CIPTO JATINEGARA LAMONGAN 
21 NUNUNG KAGOK GORENGAN 
22 WANTORO HARJOSARI BUAH-BUAHAN 
23 KHOLID KAGOK BAKSO 
24 AGUS I KENDAL SERUT JAHE SUSU 
25 M WULAN KAGOK SATE AYAM 
26 ERWIN KAGOK JAHE DAN LAWUHAN 
27 AHMAD G KAGOK SATE AYAM 
28 TARMUDI TEMBOK BANJARAN NASI GORENG 
29 HASAN KAGOK SATE AYAM 
30 MANTO GROBOG WETAN NASI GORENG 
31 IPUL BENGLE PECEL LELE 
32 ARI DUKUH SEMBUNG MIE AYAM 





34 ANIS TRAYEMAN JAHE SUSU 
35 ASWARI DUKUHLO BATAGOR 
36 AHMAD S TRAYEMAN OLOS 
37 NANANG ADE  TEGAL CHIKEN 
38 SALIM SETU NASI GORENG 
39 IMANUDIN YAMANSARI NASI GORENG 
40 NARTO CURUG MIE AYAM 
41 HASAN SLAWI KULON SATE AYAM 
42 DAYAT PENUSUPAN PECEL LELE 
43 DEDI PENUSUPAN ANGKRINGAN 
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Bulan Januari Tahun 2019 
 Sedangkan tabel diatas menunjukkan ada 43 pedagang kaki lima yang 
berdagang di luar lokasi yang telah di tetapkan dalam peraturan. Para pedagang 
kaki lima tersebut berdagang di jalan Mayjen Sutoyo pada pukul 18.00 s/d 00.00 
WIB. 
 Jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di luar lokasi yang 
telah ditetapkan dalam peraturan atau tepatnya di jalan Mayjen Sutoyo diatas, 
berbanding terbalik dengan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menempati 
lokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan, misalnya saja pedagang kaki lima 
(PKL) yang menempati kawasan kompleks Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA) 
yang hanya berjumlah 24 pedagang, kompleks eks terminal Procot Slawi hanya 23 
pedagang dan kompleks RSUD dr. Soesilo Slawi hanya 18 pedagang (Sumber : 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal)   
Fenomena masih banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di luar 
lokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Penetapan Lokasi Dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki 
Lima Di Kota Slawi Kabupaten Tegal tersebut, mengindikasikan bahwa kurang 





pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam monitoring pedagang 
kaki lima di wilayah kecamatan Slawi kabupaten Tegal. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 
penelitian “Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal”. 
I.2 Rumusan Masalah  
Keberadaan peadagang kaki lima (PKL) dapat dimanfaatkan sebagai 
penghias kota jika ditata dengan baik dan sebagai potensi pariwisata yang dapat 
membentuk estetika kota jika didesain dengan baik. 
Terkait penataan pedagang kaki lima, Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM sebagai dinas yang berperan dalam melakukan fungsi monitoring terhadap 
pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Slawi kabupaten Tegal dirasa belum 
maksimal. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM belum bisa mengatasi 
permasalahan peadagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Bagaimanakah peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 
monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
kabupaten Tegal ? 
b. Apa sajakah kendala dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan 





c. Solusi apakah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan 
peadagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki 
lima yang telah ditetapkan tersebut ? 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
I.3.1 Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal. 
b. Untuk mendeskripsikan kendala dalam monitoring pedagang kaki lima 
di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal. 
c. Untuk mendeskripsikan solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi 
permasalahan peadagang kaki lima yang menempati lokasi di luar 
lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan tersebut. 
    I.3.2 Manfaat Penelitian 
          a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu 
pemerintahan khusunya dibidang manajemen perkotaan 
          b. Secara Praktis 
1. Bagi Penulis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir skripsi. 
2. Bagi Pemerintah Daerah  





terkait untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Dan Penyiapan 
Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota Slawi Kabupaten 
Tegal. 
3. Bagi LSM Peduli Lingkungan Hidup 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan aspirasi untuk  
disalurkan kepada instansi pemerintah di tingkat pengambil keputusan 




















Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori 
dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca 
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian. 
II. 1 Kerangka Teori 
  II.1.1 Penelitian Terdahulu 
1. “Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut 
Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten 
Garut”, artikel ditulis oleh Kurnia Muhamad Ramdhan, Asep Sumaryana dan 
Slamet Usman Ismanto dalam jurnal administrasi negara, vol. 2 no 1, Agustus 
2017 
 Penelitian ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan 
kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 
Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
Kabupaten Garut. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn 
(1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat 





Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan 
pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan 
studi lapangan berupa observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. 
Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data 
dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik 
simpulan. 
Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu Pemantauan kebijakan 
penataan pedagang kaki lima di kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut tidak efektif, karena 
pemantauan kebijakan hanya dimaknai secara harfiah, dalam menghasilkan 
informasi pun tidak melakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek 
kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan/ atau eksplanasi. 
Dampak dari pemantauan kebijakan yang hanya dimaknai secara harfiah 
adalah pada pelaksanaannya belum memiliki pedoman yang baku, sehingga tidak 
dapat diidentifikasi penyebab dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
lapangan, informasi yang dihasilkan dari proses pemantauan kebijakan pun 
cenderung menjadi terbatas dan dangkal. Hal ini berimplikasi terhadap langkah 
lanjutan yang semestinya ditempuh oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima, upaya koreksi pelaksanaan kebijakan menjadi tidak tepat 
guna dan hasil guna dikarenakan informasi yang dihasilkan dari pemantauan 





pedagang kaki lima belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai koridor 
tujuannya. 
Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memang telah 
melakukan upaya pemantauan kebijakan, sebagaimana yang telah diamanatkan 
dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Permendagri No. 41 Tahun 2012. Akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya belum memiliki pedoman yang baku, sehingga informasi yang 
dihasilkan pun hanya mengandalkan dari apa yang terlihat di lapangan, bukan 
dengan penelitian yang mengkaji lebih dalam dari berbagai sudut pandang, seperti 
dari aspek kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi. 
2. “Resistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Implementasi Kebijakan Di 
Kecamatan Wiyung”, artikel ditulis oleh Rizki Suripto dalam jurnal politik muda, 
vol. 6 no. 3, Agustus-Desember 2017.  
Penelitian ini membahas upaya resistensi yang dilakukan oleh pedagang 
kaki lima dan dibantu oleh Organisasi Pemuda Pancasila. 
Studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Grindle. Data 
diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu 
paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda 
Pancasila Kota Surabaya, dan warga sekitar Pedagang Kaki Lima Kecamatan 
Wiyung berjulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan pedagang kaki lima di Kecamatan 
Wiyung melakukan resistensi karena masih belum disediakannya tempat relokasi 
yang layak dan menolak disebut menjadi penyebab banjir yang dituduhkan oleh 





kebijakan dari pemerintah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan tentang upaya 
dan strategi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung bersama 
Organisasi Pemuda Pancasila dalam melakukan resistensi terhadap kebijakan 
pemerintah. 
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 
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 Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 
masyarakat. 
Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan 
konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan 
peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku 
sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan 
yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab 
dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan 
yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam 
mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik 
kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. 
Sedangkan definisi peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses 
dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki 
berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau 
tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau 
lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan 
pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi 
atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat 





Kemudian pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi tiga yaitu 
sebagai berikut : 
1. Peran Aktif 
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti 
pengurus, pejabat dan lain sebagainya. 
2. Peran Partisipatif  
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna 
bagi kelompok itu sendiri.  
3. Peran Pasif  
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok menahan diri agar 
memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok 
sehinga berjalan dengan baik. 
     Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah 
suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok 
orang terhadap seorang individu maupun organisasi yang memiliki status atau 
kedudukan tertentu.  
          Kemudian apabila dikaitkan dengan penelitian peran dinas perdagangan, 
koperasi dan UKM dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal ini, maka peran dapat diartikan sebagai suatu 





selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam monitoring 
pedagang kaki lima. 
Adapun beberapa dimensi peran (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003) 
sebagai berikut: 
1. Peran sebagai suatu kebijakan  
Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu 
kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 
2. Peran sebagai strategi  
Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. 
3. Peran sebagai alat komunikasi  
Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 
masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi 
ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk 
melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat 
tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang 
responsif dan responsibel. 
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa  
Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam 
konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang 
ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan 
pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi 






 Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan 
program atau proyek. Ada satu rencana kemudian diikuti dengan pelaksanaan. 
Selama pelaksanaan ada hal-hal yang sesuai, dan ada yang berjalan kurang sesuai 
dengan rencana. Dengan monitoring, dapat diketahui program atau proyek 
berjalan sesuai dan/atau kurang sesuai dengan rencana. Monitoring merupakan 
bagian dari sebuah aktivitas dimana sebuah pengawasan atau pemantauan untuk 
tujuan dan hasil dari hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. 
 Beberapa ahli mendefinisikan monitoring dalam berbagai versi, menurut 
Cassely dan Kumar (1987), monitoring merupakan program yang terintegrasi, 
bagian penting dipraktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian 
integral di manajemen sehari-hari, sedangkan Calyton dan Petry (1983), 
mendefinisikan monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, 
mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu 
pengambilan keputusan manajemen program/proyek. 
Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO), 
mendefinisikan monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis 
informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk 
melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah 
yang dilihat /ditemui dapat diatasi. 
 Ada banyak definisi tentang monitoring, kendati definisi tersebut disajikan 
dengan bahasa berbeda, namun memiliki pengertian yang sama. Salah satu 





10) sebagai berikut:  monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program 
dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki 
kesalahan agar pada akhir penyelesaian, program dan proyek diharapkan dapat 
dilaksanakan dengan benar. 
 Definisi tersebut diatas, menunjukkan ada 4 (empat) kata kunci, menjadi 
ciri monitoring. Keempat kata kunci tersebut yaitu; (a) mengumpulkan data 
perkembangan (b) mengamati pelaksanaan, (c) dalam waktu yang sedang berjalan, 
(d) memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Keempat aspek tersebut 
kemudian dijabarkan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan dan pencatatan data perkembangan  
Pekerjaan monitoring menghasilkan data, data tentang perkembangan 
output (kinerja pada kurun waktu tertentu). Setiap program atau proyek 
mempunyai rencana pencapaian output setiap periode waktu. Petugas 
monitoring mengumpulkan, mencatat data perkembangan output tersebut. 
Dari sini diperoleh data kemajuan, data kemajuan ini dicocokkan dengan 
data rencana, memberikan informasi tentang tingkat perkembangan 
pelaksanaan. 
Pengumpulan data dan informasi dalam monitoring, dapat dilakukan 
melalui beberapa metode yaitu : 
1. Metode dokumentasi, yaitu data dan informasi diperoleh 






2. Metode survei, tujuannya untuk menjaring data-data dari 
para stakeholders, terutama kelompok sasaran. 
3. Metode observasi lapangan, yaitu untuk mengamati data empiris di 
lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat 
penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk 
melengkapi metode survei. 
4. Metode wawancara, yaitu pedoman wawancara yang menanyakan 
berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan 
perlu dipersiapkan. 
5. Metode campuran, misalnya campuran antara metode dokumentasi 
dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan 
menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas 
6. Metode FGD, yaitu dengan melakukan pertemuan dan diskusi 
dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, 
maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh 
melalui cross check data dan informasi dari berbagai sumber. 
b. Monitoring, sebatas mengamati pelaksanaan 
Pekerjaan monitoring itu sebatas mengamati, dengan cara mencatat 
data perkembangan pencapaian output. Petugas monitoring tidak 
diperbolehkan memberikan penafsiran atau penilaian terhadap data 
perkembangan ini. Petugas monitoring sebatas menyajikan data 
perkembangan, dalam kondisi apa adanya. Sebagai suatu bentuk kegiatan, 





Monitoring tidak dimaksudkan memperoleh jawaban keberhasilan atau 
ketidakberhasilan suatu program atau proyek, jawaban seperti itu adalah 
pekerjaan evaluasi. Disini ada 2 (dua) kemungkinan, pertama 
perkembangan pelaksanaan sesuai dengan output yang direncanakan, pada 
kondisi ini telah berjalan sesuai rencana dan dapat dilanjutkan. 
Kemungkinan kedua, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana atau ada 
penyimpangan, pada kondisi ini perlu dilakukan koreksi atau perbaikan. 
c. Monitoring berlangsung selama umur program atau proyek 
Dilihat dari segi waktu, monitoring dilaksanakan selama umur 
program atau proyek. Monitoring tidak dilakukan setelah program atau 
proyek selesai. Pengalaman menunjukkan, banyak pekerjaan monitoring 
dilakukan tidak tepat waktu. Ketika program atau proyek mendekati 
selesai baru dilakukan monitoring, Monitoring di penghujung umur proyek 
sudah tidak efektif lagi karena tidak memiliki koreksi secara maksimal. 
d. Monitoring harus mengait dengan tujuan 
Monitoring merupakan bagian pekerjaan yang mengait dan 
merupakan turunan dari tujuan program dan proyek. Program atau proyek 
memiliki tujuan, tujuan dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan standar 
kinerja untuk mengukur data perkembangan output. Untuk mengetahui 
atau memperoleh data perkembangan output dilakukan dengan cara yang 
disebut monitoring. Dengan demikian ada rantai yang tidak putus sejak 
perencanaan yaitu merumuskan tujuan, indikator kinerja dan standar 





II.1.3.1 Fungsi Monitoring 
 Pada saat menyusun rencana, semua perangkat keras (seperti gedung, 
bangunan, tanah, kendaraan, komputer, dan lain-lain), maupun perangkat lunak 
(seperti organisasi, manajemen, sistem, prosedur, SDM) serta berbagai faktor 
eksternal (seperti perkembangan ekonomi, harga, keamanan, kondisi sosial dan 
lain-lain) telah diperhitungkan dengan cermat. Perencanaan yang baik diharapkan 
berlanjut pada pelaksanaan yang baik pula. 
 Tetapi setelah pelaksanaan dapat saja terjadi hal-hal yang tidak 
diharapkan. Rencana yang disusun tidak sepenuhnya berjalan sesuai kondisi yang 
ada. Kesiapan dan perhitungan-perhitungan seperti tersebut diatas dalam 
pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Sebagai akibatnya, output tidak 
tercapai sesuai rencana. 
 Menurut William Dunn (2000:510), monitoring setidaknya memainkan 
empat fungsi, yaitu: 
1. Kepatuhan (compliance)  
Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan administrator 
program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang 
dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah dan lembaga profesional. 
2. Pemeriksaan (auditing)  
Monitoring membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan 
yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu 






3. Akuntansi (accounting)  
Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan 
akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah 
dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. 
4. Penjelasan (explanation)  
Monitoring juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa 
hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. 
 Melalui monitoring diperoleh data perkembangan pencapaian output. Jika 
data hasil monitoring ini menunjukkan ada penyimpangan, maka menjadi umpan 
balik (feed back) untuk perbaikan (koreksi). Umpan balik ini dapat berupa 
perbaikan proses pekerjaan, sampai perbaikan (koreksi) rencana yang ada. Dengan 
demikian monitoring sekaligus berfungsi sebagai sarana pengendalian 
pelaksanaan, agar program atau proyek tetap berjalan dalam jalur yang 
direncanakan (Prijambodo, 2014).  
 Untuk memperjelas kedudukan, fungsi dan waktu pelaksanaan monitoring, 
tergambarkan dalam gambar berikut. Gambar ini memperlihatkan hubungan 
antara rencana (awal pelaksanaan) dengan akhir pelaksanaan, kurun waktu 
pelaksanaan monitoring masih dalam umur program atau proyek, serta aplikasi 










                        Perbaikan/koreksi untuk pengendalian 




:......... Umpan Balik ...........: 
 
Skema II.1 Kedudukan, fungsi, dan waktu pelaksanaan monitoring 
Sumber : Prijambodo (2014:13) 
 
II.1.4 Pedagang Kaki Lima 
           Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Ketertiban Umum mendefinisikan Pedagang kaki lima adalah seseorang yang 
melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat 
prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah 
daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah antara lain badan 
jalan, bahu jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, 
jembatan penyeberangan. 
           Menurut McGee & Yeung (McGee & Yeung dalam Widjajanti, 2012), 
bahwa karakteristik aktivitas PKL dapat diidentifikasi berdasarkan jenis 
komoditas dagangannya, yaitu: 
1. Bahan mentah dan setengah jadi (unprocessed and semiprocessed foods), 
seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya. 
2. Makanan siap konsumsi (prepared foods), terdiri dari bahan‐bahan yang 


















3. Non‐makanan (nonfood items), jenis barang dagangan ini cakupannya 
lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya tekstil sampai 
dengan obat‐obatan, dan lain‐lain. 
4. Jasa (services), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti 
tukang semir sepatu, potong rambut. 
 Berdasarkan pengelompokan jenis komoditas dagangan tersebut, maka 
jenis komoditas dagangan pedagang kaki lima akan dipengaruhi dan 
menyesuaikan aktivitas yang ada di sekitarnya tersebut. Selain jenis komoditi 
dagangan, waktu berdagang PKL dapat terbagi menjadi dua periode waktu dalam 
satu hari, yaitu pagi/siang dan sore/malam (McGee & Yeung dalam Widjajanti, 
2012). Perbedaan waktu berdagang PKL tergantung pada aktivitas formal di 
sekitar area pedagang kaki lima tersebut. 
Adapun sarana fisik untuk berdagang PKL menurut Waworoentoe 
(Waworoentoe dalam Widjajanti, 2012), dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 
1. Kios  
Jenis sarana ini biasanya dipakai oleh pedagang kaki lima yang tergolong 
menetap secara fisik tidak dapat dipindah‐pindahkan, dengan bangunan 
berupa papan‐papan yang diatur. 
2. Warung semi permanen, sarana fisik PKL ini berupa gerobak yang diatur 
berderet ditambah meja dan bangku panjang. Atap menggunakan terpal 





3. Gerobak/kereta dorong  
Sarana ini ada dua jenis lagi, yaitu yang beratap (sebagai perlindungan 
barang dagangan dari pengaruh debu, panas, hujan) dan tidak beratap. 
4. Jongko/meja 
Bentuk sarana ini ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. Biasanya 
dipakai oleh PKL yang lokasinya tergolong tetap. 
5. Gelaran/alas 
Bentuk sarana ini adalah dengan menjajakan barang dagangan di atas tikar 
atau alas yang digelar. 
6. Pikulan/keranjang  
Biasanya digunakan oleh pedagang keliling (mobile hawkers) atau 
pedagang kaki lima yang semi menetap. Dengan menggunakan satu atau 
dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk sarana ini bertujuan agar 
mudah dibawa dan dipindah‐pindahkan. 
Menurut McGee & Yeung (McGee & Yeung dalam Widjajanti, 2012), 
bahwa pola pelayanan pedagang kaki lima adalah berdasarkan pada sifat 
layanan berdagang secara berpindah atau menetap. Jenis unit pedagang kaki 
lima (PKL) digolongkan menjadi tiga sesuai dengan sifat pelayanannya, yaitu: 
1. PKL tidak menetap (mobile), pindah, dan bergerak dari satu tempat ke 
tempat lain. 
2. PKL setengah menetap (semi static), pada suatu waktu menetap dengan 
waktu berjualan yang tak tentu bergantung pada kemungkinan banyaknya 





3. PKL menetap (static), berjualan menetap pada suatu tempat tertentu pada 
ruang publik. 
II.1.5 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi  
dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi 
Kabupaten Tegal 
Dalam rangka mendukung ketertiban umum pedagang kaki lima untuk 
melakukan kegiatan usahanya, pemerintah kabupaten Tegal akhirnya 
mengeluarkan Peraturan Bupati atas dasar Peraturan Daerah. Bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan pasal 25 dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, maka 
pemerintah kabupaten Tegal menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 
2018 Tentang Penetapan Lokasi dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang 
Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal. Maksud diterapkannya peraturan 
bupati ini adalah untuk mendukung ketertiban umum melalui penataan pedagang 
kaki lima dengan penetapan lokasi pedagang kaki lima, menetapkan bidang usaha 
penetapan lokasi pedagang kaki lima, mengatur waktu usaha penetapan lokasi 
pedagang kaki lima dan penyediaan sarana usaha penetapan lokasi pedagang kaki 
lima di maksud. 
 Dalam hal penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima, 
Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat dan fasilitas pendukung kegiatan 
usaha pedagang kaki lima atau masyarakat dapat menyediakan tempat dan 






Adapun tujuan diterapkannya peraturan bupati ini adalah untuk : 
a. Memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi-lokasi yang 
digunakan para pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Slawi. 
b. Memberikan kesempatan berusaha pada lokasi yang ditetapkan untuk 
memberikan pendapatan dan kesempatan kerja. 
c. Mengendalikan berkembangnya usaha pedagang kaki lima di wilayah 
kecamatan Slawi pada lokasi-lokasi di luar lokasi yang ditetapkan. 
Penetapan lokasi pedagang kaki lima sesuai peruntukannya sebagaimana 
dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. Kompleks Alun-Alun Hanggawana 
b. Kompleks GOR Trisanja 
c. Kompleks RSUD dr. Soeselo 
d. Kompleks Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA) 
e. Kompleks Eks Terminal Procot Slawi 
f. Kompleks Eks Pasar Hewan Curug Pangkah 
g. Kompleks Lapangan Rumah Dinas Bupati 
h. Koridor Jalan KS Tubun 
i. Kompleks Pusat Perdagangan Kota Slawi (Ruko Slawi) 
j. Kawasan Eks SMEAN Kagok 






II.1.6 Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 
Monitoring Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal 
 Kegiatan monitoring dilakukan terhadap kegiatan usaha pedagang kaki 
lima dalam rangka mendukung ketertiban umum melalui penataan pedagang kaki 
lima, dimana dalam melakukan kegiatannya setiap pedagang kaki lima dilarang : 
a. Melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak 
ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima 
b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di 
lokasi usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan 
c. Menempati lahan atau lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat 
tinggal 
d. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal 
e. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah 
bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya 
f. Menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, lecuali yang 
telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi pedagang kaki lima 
terjadwal dan terkendali 
g. Berdagang di tempat larangan lokasi usaha pedagang kaki lima yang 
bukan peruntukannya 
h. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima 





 Monitoring yaitu mengukur pelaksanaan standar yang telah disusun 
sebelumnya, dari standar yang telah disusun sebelumnya pimpinan bisa mengukur 
bagaimana kinerja petugas dalam melaksanakan tugas monitoring. 
 Bupati melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan 
monitoring terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima tersebut, kemudian lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi  
dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi 
Kabupaten Tegal Pasal 7, disebutkan Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM yaitu : 
a. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi 
pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima. 
b. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima yang 
menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
c. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara periodik satu bulan sekali 
dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan 
d. Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati. 
II.2 Definisi Konsep 
Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi. Konsep 
adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 
mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian 
ilmu sosial. Suatu konsep ada kalanya mempunyai pengertian yang berbeda dan 
mempunyai variabel yang berbeda pula terutama dalam ilmu sosial. Hal ini 





berbeda. Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan 
batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun 
definisi konsep yang diajukan adalah : 
1. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan suatu peran 
yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tersebut 
selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam 
monitoring pedagang kaki lima. 
2. Monitoring pedagang kaki lima merupakan kegiatan mengamati 
pelaksanaan program dan proyek terkait pedagang kaki lima, dalam waktu 
yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada 
akhir penyelesaian, program dan proyek diharapkan dapat dilaksanakan 
dengan benar. 
II.3 Pokok Penelitian 
 Pokok-pokok penelitian merupakan penjabaran atas konsep penelitian 
dengan menentukan apakah variabel yang diteliti dapat diukur dengan indikator-
indikatornya. 
 Adapun pokok-pokok penelitian Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 
UKM dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan 
Slawi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : 
1. Monitoring pedagang kaki lima, indikatornya : 
a. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi 





b. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima 
yang menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah 
ditetapkan. 
c. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
d. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
e. Frekuensi pelaksanaan monitoring  
f. Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati 




















II.4 Alur Pikir 
 Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang 
memuat langkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. 
Peranan penelitian sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian, 
sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian 
agar berjalan dengan sistematis. 
 Alur pemikiran mengenai Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
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Menurut Sugiyono (2016:2) disebutkan bahwa secara umum metodologi 
penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 
sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. 
Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut 
pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan 
menentukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan 
dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat. 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
Menurut Sugiyono, (2016:7) terdapat beberapa jenis penelitian yaitu : 
“Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif”. Penelitian Kuantitatif 
dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan 
sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian, data yang diperoleh 
dari penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 
Sedangkan Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, data yang terkumpul 
dan analisisnya lebih bersifat kualitatif berbentuk kata, skema maupun gambar. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 
karena penelitian ini menjelaskan tentang keadaan dimana berupa kasus dan suatu 





yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitiannya juga dilakukan pada 
kondisi yang alamiah/natural, kemudian akan berkembang setelah peneliti 
menganalisis kasus yang diteliti tentang Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM dalam monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 
Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian 
yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin 
tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan 
yakni untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti. 
Di dalam paradigma penelitian terdapat metode penelitian studi kasus 
kualitatif. Studi kasus terbagi menjadi 3 tipe yaitu : 
1. Studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan karena ketertarikan atau 
kepedulian suatu kasus khusus guna memahami secara utuh kasus tersebut 
tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep/teori 
ataupun tanpa ada upaya menggeneralisasi. 
2. Studi kasus instrumental, penelitian pada suatu kasus unik tertentu guna 
memahami isu dengan lebih baik, dan juga mengembangkan dan 
memperhalus teori. 
3. Studi kasus kolektif/majemuk/komparatif, suatu studi kasus instrumental 
yang diperluas sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuannya adalah 






 Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti adalah 
studi kasus intrinsik yaitu penelitian yang dilakukan karena ketertarikan atau 
kepedulian pada suatu kasus tertentu untuk memahami secara utuh kasus tersebut. 
Metode studi kasus melibatkan penyelidikan yang lebih mendalam dan 
pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku individu berkaitan dengan 
reaksi dan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kasus itu 
sendiri oleh Punch (1998) didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir 
dalam suatu konteks yang terbatasi (bounded context), meskipun batas-batas 
fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus bisa berupa individu, 
kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. 
III.2 Jenis dan Sumber Data 
 Menurut Sugiyono (2016:14) macam data ada dua yaitu data kuantitatif 
dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data 
kualitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan 
dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan data kualitatif. 
Selain itu, jika dilihat dari jenis datanya terbagi menjadi 2 antara lain : 
1. Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu 
atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian 
atau hasil pengujian (benda). Dalam penelitian ini data primer bersumber 
dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, pedagang 





Tegal, ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten 
Tegal, pembeli dan masyarakat sekitar. 
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 
bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini 
yaitu arsip dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. 
III.3 Informan Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 
dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan adalah orang yang 
diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara (Burhan Bungin, 2010:108). 
Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, 
informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Jadi, ia harus mempunyai 
banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela 
menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.  
Sebagai anggota informan dengan kebaikannya dan dengan 
kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang 
nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.  
Dalam pemilihan informan, persyaratan yang diperlukan dalam memilih 
dan menentukan seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh 
pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang 
bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang 





Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif 
singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal sampling, karena 
informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan 
suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. 
Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara: (1) 
melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) 
maupun informal (orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat). Perlu 
dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berganda, misalnya 
sebagai pegawai Dinas terkait dan sebagai informan pembantu peneliti, yang 
mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti; (2) melalui wawancara 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. 
Dalam hal tertentu perlu direkrut seperlunya dan diberi tahu tentang 
maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin dilakukan. Agar peneliti 
memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia 
menyelidiki motivasinya, dan bila perlu mengetes informasi yang diberikannya, 
apakah benar atau tidak. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepala bidang perdagangan 
2. Kepala seksi bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan 
3. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Tegal 
4. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 07.00 s/d 18.00 WIB, 2 orang 
5. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 18.00 s/d 00.00 WIB, 2 orang 
6. Pembeli, 2 orang 





III.4 Teknik Pengumpulan Data 
          Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan 
pada setting alamiah (natural setting) pada laboratorium dengan metode 
eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di 
jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data 
dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, selanjutnya bila dilihat 
dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat 
di lakukan dengan: 
a. Observasi 
Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti mengumpulkan 
data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, penelitian 
dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-
fenomena yang ada pada objek penelitian dan fakta yang terjadi terkait 
dengan Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal. 
b. Wawancara 
Menurut Esterberg (2002), interview atau wawancara adalah merupakan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 





tentang Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal. 
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan: 
1. Kepala bidang perdagangan 
2. Kepala seksi bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan 
3. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) 
Kabupaten Tegal 
4. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 07.00 s/d 18.00 WIB, 2 
orang 
5. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 18.00 s/d 00.00 WIB, 2 
orang 
6. Pembeli, 2 orang 
7. Masyarakat sekitar, 3 orang 
c. Kepustakaan (Library Reseach)  
Kepustakaan (Library Reasearch) adalah suatu penelitian yang dilakukan 
dengan cara membaca literatur-literatur, buku-buku ilmiah, majalah, 
brosur-brosur, hasil akhir laporan yang ada kaitannya dengan 
permasalahan dalam skripsi penelitian. Dalam penelitian ini, literatur 
merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian. 
d. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 





mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan 
termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan hukum-hukum, dan 
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian”. Metode 
pengumpulan data berupa dokumentasi berfungsi untuk menghimpun 
secara selektif bahan-bahan yang digunakan dalam kerangka teori. Metode 
dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. 
Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan bisa 
mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu 
memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. 
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data di dinas perdagangan, 
koperasi dan ukm, profil dinas perdagangan, koperasi dan ukm, dan foto-
foto.  
III.5 Teknik dan Analisis Data 
 Sesuai dengan jenis penelitian yaitu deskriptif, dapat dikemukakan bahwa 
analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM dalam monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Sehingga digunakan analisis 
interaktif fungsional yang berpangkal pada tiga kegiatan, yaitu reduksi data, 





Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti (Miles and Huberman dalam 
Sugiyono 2016:247) adalah sebagai berikut : 
1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup 
banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, 
dan rumit. Untuk itu perlu reduksi data yang berarti merangkum, memilih 
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya ditarik 
dan diverifikasi oleh peneliti. 
2. Penyajian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 
memeriksa, mengatur, serta mengelompokan data sehingga mudah diamati 
apa yang sedang terjadi kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan benar. 
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan salah satu dari teknik analisis 
data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 
digunakan untuk mengambil tindakan. Menarik kesimpulan penelitian 
selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam 
kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarik kesimpulan harus 









Model interaktif analisis data menurut Miles and Huberman dikutip 










Skema III.1 Model interaktif analisis data menurut Miles and Huberman  
Sumber : Sugiyono (2016:247) 
          Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan 
atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dari ketiga komponen yang ada.  
III.6 Sistematika Penulisan  
          Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca atau 
mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
I.1 Latar Belakang  
I.2 Rumusan Masalah 













BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
II.1 Kerangka Teori 
II.2 Definisi Konsep 
II.3 Pokok-pokok Penelitian 
II.4 Alur Pikir 
BAB III  METODE PENELITIAN 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
III.2 Jenis dan Sumber Data 
III.3 Informan Penelitian 
III.4 Teknik Pengumpulan Data 
III.5 Teknik dan Analisis Data 














DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti kemudian 
memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil 
dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini 
untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu 
masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar 
dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan 
mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik 
masyarakat sebagai objek penelitian. 
IV.1 Deskripsi KabupatenTegal 
IV.1.1 Visi dan Misi KabupatenTegal 
A. Visi 
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, 
berbudaya, dan berakhlak mulia. 
B. Misi 
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif 
melayani rakyat. 
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, 
berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan. 






4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan 
bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan 
nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta 
kearifan lokal. 
IV.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tegal 
  Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa 
Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6” s/d 109°21'30” Bujur 
Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 km 
persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan 
Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir 
utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di 
persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-
Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. 
Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:  
• Sebelah Barat : Kabupaten Brebes  
• Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang  
• Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas  









Peta Administrasi Kabupaten Tegal 
 
Sumber: http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14 
  Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori 
daerah, yaitu : 
1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 
(3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan) 
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, 
Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, 
Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 159 desa/ 
kelurahan) 
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, 
Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng 






Luas Wilayah Kabupaten Tegal 
Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha) 
No. Kecamatan Sawah *) Bukan Sawah Jumlah Sawah (%) Bukan Sawah (%)
1 Margasari 3.489 5.194 8.683 9,01 10,57
2 Bumijawa 2.280 6.576 8.856 5,89 13,38
3 Bojong 2.245 3.607 5.852 5,80 7,34
4 Balapulang 3.152 4.339 7.491 8,14 8,83
5 Pagerbarang 2.752 1.548 4.300 7,10 3,15
6 Lebaksiu 2.719 1.376 4.095 7,02 2,80
7 Jatinegara 2.111 5.851 7.962 5,45 11,9
8 Kedungbanteng 1.379 7.383 8.762 3,56 15,02
9 Pangkah 1.448 2.103 3.551 3,74 4,28
10 Slawi 375 1.014 1.389 0,97 2,06
11 Dukuhwaru 1.836 794 2.630 4,74 1,62
12 Adiwerna 989 1.397 2.386 2,55 2,84
13 Dukuhturi 624 1.124 1.748 1,61 2,29
14 Talang 1.202 637 1.839 3,10 1,30
15 Tarub 1.742 940 2.682 4,50 1,91
16 Kramat 2.157 1.692 3.849 5,57 3,44
17 Suradadi 4.131 1.442 5.573 10,66 2,93
18 Warureja 4.104 2.127 6.231 10,60 4,33
38.735 49.144 87.879 100 100Jumlah
*) Termasuk lahan yang diusahakan di kawasan hutan 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018 
  Dari tabel IV.1 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal 
menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan tahun 2017 (ha), mencakup luas 
sawah maupun bukan sawah yakni 87.879 (ha). Luas keseluruhan lahan sawah 
adalah 38.735 (ha) dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144 (ha). 
Dan dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 
5,89 %  sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total 






IV.1.3 Demografi  
IV.1.3.1 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tabel IV.2 
Penduduk Kabupaten Tegal 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 
 
Pendidikan Tertinggi Jumlah  Persentase 
Tidak Sekolah 18.461 3,23% 
Sekolah Dasar 223.117 39,08% 
Sekolah Menengah Pertama 118.775 20,80% 
Sekolah Menengah Atas 155.245 27,19% 
Diploma I/II/III 13.343 2,34% 
Strata I/II/III 42.039 7,36% 
Jumlah 570.980 100% 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
 Dari tabel IV.2 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal 
berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017, jumlah tertinggi berada pada jenjang 
Sekolah Dasar (SD) dengan total sebesar 223.117 (39,08%) penduduk sedangkan 










IV.1.3.2 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Tabel IV.3 
Penduduk Kabupaten Tegal 
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2017 
 






















1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 
2. Industri Pengolahan 
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 
4. Jasa Kemasyarakatan 
5. Lainnya 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
  Dari tabel IV.3 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal 
berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2017, jumlah tertinggi berada pada jenis 
pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan jumlah 
188.514 (29,22%) penduduk, sedangkan jumlah terendah berada pada jenis 






IV.1.3.3 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel IV.4 
Penduduk Kabupaten Tegal 




Jumlah Laki-laki Perempuan 
Margasari 47.560 48.405 95.965 
Bumijawa 42.212 42.448 84.660 
Bojong 30.201 31.941 62.142 
Balapulang 40.594 41.548 82.142 
Pagerbarang 26.165 26.581 52.746 
Lebaksiu 40.975 43.065 84.040 
Jatinegara 26.796 27.395 54.191 
Kedungbanteng 20.326 20.157 40.483 
Pangkah 50.741 50.607 101.348 
Slawi 35.414 36.811 72.225 
Dukuhwaru 29.523 30.361 59.884 
Adiwerna 60.189 59.688 119.877 
Dukuhturi 44.808 44.315 89.123 
Talang 51.324 50.988 102.312 
Tarub 39.507 39.059 78.566 
Kramat 55.288 56.422 111.710 
Suradadi 40.687 41.022 81.709 








   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
  Dari tabel IV.4 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal 
berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 yaitu jumlah penduduk berjenis 
kelamin laki-laki berjumlah 712.511 (49,70) penduduk, sedangkan berjenis 
kelamin perempuan berjumlah 721.004 (50,30%) penduduk dari total keseluruhan 






IV.1.4 Sarana Perekonomian Bidang Perdagangan 
 Sarana perkonomian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
untuk mendorong atau mendukung kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi.  
Dalam hal ini, Kabupaten Tegal mempunyai beberapa sarana perekonomian 
khususnya di bidang perdagangan antara lain : 
1. Pasar, yang meliputi : 
a. Pasar Trayeman 
b. Pasar Lebaksiu 
c. Pasar Banjaran 
d. Pasar Adiwerna 
e. Pasar Kedungsukun 
f. Pasar Balamoa 
g. Pasar Pangkah 
h. Pasar Hewan Curug 
i. Pasar Kemantran 
j. Pasar Mejasem 
k. Pasar Pepedan 
l. Pasar Pesayangan 
m. Pasar Kupu 
n. Pasar Suradadi 
o. Pasar Jatipurwo 
p. Pasar Balapulang 





r. Pasar Banjaranyar 
s. Pasar Kesambi 
t. Pasar Jatilaba 
u. Pasar Jatinegara 
v. Pasar Cerih 
w. Pasar Bojong 
x. Pasar Simpar 
y. Pasar Bumijawa 
z. Pasar Kesambi 
2. Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Rakyat Slawi Ayu 
3. Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) GOR Trisanja Slawi 
4. Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) RSUD Soesilo Slawi 
5. Kawasan Pemandian GOR Trisanja Slawi 
6. Kawasan Pariwisata GUCI 
7. Kawasan Wisata Purwohamba Indah 
8. Kawasan Wisata Cacaban 
9. Kawasan Ruko Slawi 
10. Kawasan Terminal Slawi 
11. Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Stasiun Slawi  
Dengan banyaknya sarana perekonomian bidang perdagangan yang tersebar di 
wilayah kabupaten Tegal tersebut, diharapkan dapat mendukung kesejahteraan 






IV.1.5 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal 
  Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah 
daerah yaitu Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang dibantu 
oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur atau Bupati/Walikota, 
serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 
  Kabupaten Tegal sebagai Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten juga 
menata organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Struktur organisasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel IV.5 
Struktur Organisasi Kabupaten Tegal 
NO. NAMA PERANGKAT 
I BUPATI TEGAL 
II WAKIL BUPATI TEGAL 
1. SEKRETARIAT DAERAH 
Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:  
1. Bagian Pemerintahan  
2. Bagian Pemerintahan Desa  
3. Bagian Hukum  
Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari:  
1. Bagian Perekonomian  
2. Bagian Pembangunan  





4. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:  
1. Bagian Organisasi  
2. Bagian Keuangan  
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol  
4. Bagian Umum  
Staf Ahli 
2. DPRD SEKRETARIAT 
3. DINAS-DINAS DAERAH 
Dinas Pekerjaan Umum 




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk 
Penduduk Perempuan dan KB 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Dinas Lingkungan Hidup 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Perhubungan 





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
4. INSPEKTORAT, DAN BADAN DAERAH 
Inspektorat  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Badan Pengelolaan Investasi Daerah  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
5. RSUD, KANTOR DAN LEMBAGA LAIN 
RSUD Dr.Soeselo 
RSUD Suradadi 
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
















Inventarisasi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018 
  Dari Tabel IV.6 dapat diketahui pada tahun 2017 Jumlah Pegawai Negeri 
Sipil di Kabupaten Tegal adalah 10.040 orang. Dengan komposisi pada tahun 
2017 adalah pegawai golongan I sebanyak 122 orang, golongan II sebanyak 1.806 
URAIAN JUMLAH 
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR 174 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 473 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 1.888 
DIPLOMA I 59 
DIPLOMA II 994 
DIPLOMA III 714 
DIPLOMA IV 120 
STRATA 1 5.325 




MENURUT GOLONGAN  
GOLONGAN 1 122 
GOLONGAN II 1.806 












orang, golongan III sebanyak 4.410 orang dan Golongan IV sebanyak 3.702 
orang. 
  Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah PNS dengan latar 
belakang pendidikan tamat SD sebanyak 174 orang, tamat SLTP sebanyak 473 
orang , dan tamat SMA sebanyak 1.888 orang, untuk latar belakang tamat 
pendidikan Diploma terdiri dari D-I sebanyak 59 orang, D II 994 orang, D-III 
sebanyak 714 orang, dan D-IV berjumlah 120 orang. 
  Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 5.325 orang, dan 
S2 sebanyak 293 orang. Dari total Pegawai Negeri Sipil yang tercatat yaitu 
sebanyak 10.040 pada tahun 2017 dengan jumlah pegawai laki-laki 5.292 orang 
lebih banyak daripada pegawai perempuan yang sebanyak 4.748 orang. 
IV.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal 
  Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. 
  Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah 
daerah di bidang perdagangan koperasi dan ukm dan dikepalai oleh seorang 






IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal 
A. Visi 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, 
Religius dan Sejahtra; Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta 
Budaya Tegal. 
B. Misi 
1.   Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak 
dasar rakyat. 
2.   Mewujudkan kesejahtraan rakyat melalui pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan 
pertanian. 
3.   Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama. 
4.   Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional. 
5.   Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa melalui Penguatan 
kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. 
IV.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal 
Berdasarkan kewenangannya, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural 








1. Kepala Dinas 
Tugas pokok Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 
pembantuan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM. 
Fungsi :  
a. Penetapan rencana kerja; 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 
koperasi dan UMKM; 
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, 
pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 
koperasi dan UMKM; 
e. Pembinaan terhadap UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 
koperasi dan UMKM; 
f. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas; 
g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas. 
Uraian Tugas: 
a. Menetapkan rencana kerja; 
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 





c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam 
penyelenggaraan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi 
dan UMKM; 
d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 
koperasi dan UMKM; 
e. Membina pengelolaan kesekretariatan / ketatausahaam dinas; 
f. Membina UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan 
UMKM; 
g. Menginvestarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan dapat berjalan 
sesuai proporsi masiing-masing; 
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di 
bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tanggung Jawab : 
a. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja; 
b. Ketetapan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan 





c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan 
bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan 
e. Kelancaran dan kefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f. Ketepatan dan kefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
dinas. 
2. Sekretaris Dinas 
Tugas pokok Sekretaris Dinas yaitu membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan pengordinasiaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengordinasiaan 
penyelenggaraan tugas Dinas. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasiaan penyusunan draf rencana kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 
c. Penyiapan bahan dan pengkoordinasiaan perumusan draf kebijakan teknis 
bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
d. Pengordinasiaan penyelenggaraan tugas dinas; 
e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas; 
f. Pengoordinasiaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan 
tugas dinas; 
g. Pengelolaan urusan perencanaan, keuangan kepegawaian, dan umum; 







a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan draf rencana 
kerja; 
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan / 
ketatausahaan; 
c. Melaksanakan bahan dan mengkoordinasikan perumusan draf kebijakan 
teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
d. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas; 
e. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 
dan umum; 
f. Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 
penyelenggaraan tugas dinas; 
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
kesekretariatan / ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelasanakan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tanggung Jawab : 





b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretaritan dan bahan 
perumusan draf kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, 
koperasi dan UMKM; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan tugas, dan pelayanan 
bidang kesekretariatan / ketatausahaan; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Sekretariat. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Tugas pokok Kepala Sub bagian Perencanaan yaitu membantu Sekretaris 
dalam melakukan identifikasi, analisa pengolahan dan penyajian data untuk 
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
Fungsi : 
a. Penelahaan data sebagai penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan 
dinas; 
c. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; 
d. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi; 
e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 





f. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana 
kerja dinas; 
g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian 
perencanaan; 
4. Kepala Sub Bagian Keuangan. 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan yaitu membantu Sekretaris 
dalam melakukan pengelolaan keuangan. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
keuangan dinas; 
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bag 
keuangan. 
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu 
membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja. 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakana teknis pengelolaan 
urusan umum dan kepegawaian. 





d. Pengeloaan administrasi kepegawaian. 
e. Pengelolaan aset dinas. 
f. Pengelolaan kearsipan dinas. 
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan perpustakaan, humas dan 
protokol. 
h. Pengendaliaan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian 
umum dan kepegawaian. 
6. Kepala Bidang Perdagangan 
Tugas pokok Kepala Bidang Perdagangan yaitu Membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan urusan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai Fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan; 
c. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, distribusi dan 
tertib niaga, promosi dan perdagangan luar negeri; 
d. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 
Perdagangan. 
7. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. 
Tugas pokok Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan 
yaitu membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan bimbingan usaha 






a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan 
usaha dan pendaftaran perusahaan; 
c. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan; 
d. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 
8. Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga. 
Tugas pokok Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga.yaitu membantu 
Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan pembinaan distribusi perdagangan 
dalam negeri dan tertib niaga. 
Fungsi :  
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebiajkan teknis.distribusi 
perrdagangan dalam negeri dan tertib niaga; 
c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, distribusi, serta tertib niaga di 
bidang perdagangan; 
d. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi distribusi 
dan tata niaga. 
9. Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan luar Negeri 
Tugas pokok Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan luar negeri yaitu 
membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan promosi dan 
perdagangan luar negeri. 
Fungsi : 





b. Penelaahan data sebagai perumusan kebijakan teknis promosi dan 
perdagagan luar negeri; 
c. Pelaksanaan promosi dan informasi perdagangan luar negeri; 
d. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksananaan tugas Seksi Promosi 
dan perdagangan luar negeri. 
10.. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 
Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yaitu membantu Kepala 
Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan 
pedagang pasar, dan penataan pasar. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 
pengelolaan pasar; 
c. Pelaksanaan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan 
pedagang pasar, dan penataan pasar; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 
Pengelolaan Pasar. 
11. Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar. 
Tugas pokok Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar yaitu membantu 
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pengelolaan perizinan 
pedagang pasar. 
Fungsi : 





b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umumdan teknis 
pengelolaan perizinan pedagang pasar; 
c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perizinan 
pedagang pasar; 
d. Pelaksanaan teknis operasional dan administratif pengelolaan perizinan 
pedagang pasar; 
e. Pengkajian potensi dan target pendapatan; 
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan 
Pedagang Pasar. 
12. Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar. 
Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar yaitu 
membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pemberdayaan 
pedagang pasar. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional pemberdayaan pedagang pasar; 
c. Pelaksanaan pemberdayaan pedagang pasar; 
d. Pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar; 
e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 







13. Kepala Seksi Penataan Pasar. 
Tugas pokok Kepala Seksi Penataan Pasar yaitu membantu Kepala Bidang 
Pengelolaan Pasar dalam melakukan penataan pasar. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional penataan pasar; 
c. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional terkait kebutuhan pemliharan bangunan pasar; 
d. Pelaksanaan penyusunan usulan program pemeliharaan bangunan pasar; 
e. Pelaksanaan penataan pasar; 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan 
Pasar. 
14,.Kepala Bidang Koperasi 
Tugas pokok Kepala Bidang Koperasi yaitu membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan Koperasi. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi; 
c. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi; 







15. Kepala Seksi Perizian dan Kelembagaan Koperasi. 
Tugas pokok Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi yaitu 
membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan 
penataan kelembagaan koperasi. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 
perizinan dan penataan kelembagaan koperasi; 
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi 
kelembagaan koperasi. 
16. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi. 
Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi yaitu membantu 
Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan 
koperasi; 
c. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 









17. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 
Tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu 
membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan 
dan pemeriksaan koperasi; 
c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan 
dan pemeriksaan koperasi. 
18..Kepala Bidang Usaha Miko Kecil dan Menengah 
Tugas pokok Kepala Bidang Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) yaitu 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, 
pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan 
kelembagaan UMKM. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang UMKM; 
c. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan 
sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM; 






19. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM. 
Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM yaitu membantu 
Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pemberdayaan UMKM. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan 
UMKM; 
c. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi 
pemberdayaan UMKM. 
20. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal. 
Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor 
Informal yaitu membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan 
pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang 
kaki lma dan asongan. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan 
usaha mkro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima 
dan asongan; 
c. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor 






d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal. 
21. Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM 
Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM yaitu 
membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pembinaan dan penataan 
kelembagaan UMKM. 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 
dan penataan kelembagaan UMKM; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan 
dan kelembagaan UMKM. 
22. Kepala UPTD Metrologi Legal. 
Tugas pokok Kepala UPTD Metrologi Legal yaitu membantu Kepala 
Dinas dalam melakukan pengeloaan UPTD Metrologi Legal. 
Fungsi : 
a. Penelaahaan data sebagai penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengeloaan 
kemetrologian; 
c. Penyediaan data dan pusat informasi kemetrologian; 





e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi 
Legal. 
23. Kepala UPTD Pasar Wilayah. 
Tugas pokok Kepala UPTD Pasar Wilayah yaitu membantu Kepala Dinas 
dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar dan pengelolaan 
pasar di wilayah kerjanya : 
1. UPTD Pasar Wilayah I (Pasar Trayeman dan Pasar Lebaksiu) 
2. UPTD Pasar Wilayah II (Pasar Banjaran, Adiwerna dan Kedungsukun) 
3. UPTD Pasar Wilayah III (Pasar Balamoa, Pangkah dan Pasar Hewan 
Curug) 
4. UPTD Pasar Wilayah IV (Pasar Kemantran, Mejasem, Pepedan, 
Pesayangan dan Kupu) 
5. UPTD Pasar Wilayah V (Pasar Surodadi dan Jatipurwo) 
6. UPTD Pasar Wilayah VI (Pasar Balapulang, Margasari, Banjaranyar dan 
Kesambi) 
7. UPTD Pasar Wilayah VII (Pasar Jatilaba, Jatinegara dan Cerih) 
8. UPTD Pasar Wilyah VIII (Pasar Bojong, Simpar, Bumijawa dan Kesambi) 
Fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional pengelolaan UPTD Pasar; 
c. Pelaksananan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar; 





e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar; 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan 
UPTD Pasar. 
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yaitu membantu 
Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan 
ketatausahaan UPTD. 
Fungsi : 
a. Penyiapan Data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD; 
c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 
Usaha UPTD. 
IV.2.3 Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal 
 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. 
 Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah 
daerah di bidang perdagangan koperasi dan ukm. Berikut kondisi pegawai Dinas 






Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
Berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin 
 
URAIAN JUMLAH Persentase 
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN     
SEKOLAH DASAR 9 6,62% 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 37 27,21% 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 55 40,44% 
DIPLOMA I -  
DIPLOMA II -  
DIPLOMA III -  
STRATA I 30 22,05% 
STRATA II 5 3,68% 
STRATA III -  
MENURUT GOLONGAN    
GOLONGAN I 6 4,41% 
GOLONGAN II 86 63,24% 
GOLONGAN III 38 27,94% 
GOLONGAN IV 6 4,41% 
MENURUT JENIS KELAMIN    
LAKI-LAKI 120 88,24% 
PEREMPUAN 16 11,76% 
JUMLAH 136 100,00% 
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Tegal 
  Dari Tabel IV.7 dapat diketahui pada tahun 2019 Jumlah Pegawai Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah 136 orang. Dengan 
komposisi pegawai golongan I sebanyak 6 (4,41%) orang, golongan II sebanyak 
86 (63,24%) orang, golongan III sebanyak 38 (27,94%) orang dan Golongan IV 
sebanyak 6 (4,41%) orang. 
  Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar 
belakang pendidikan tamat SD sebanyak 9 (6,62%) orang, tamat SMP sebanyak 
37 (27,21%) orang , dan tamat SMA sebanyak 55 (40,44%) orang. Sedangkan 
untuk latar belakang tamat pendidikan Diploma tidak ada, latar belakang tamat 





Maka dapat disimpulkan jumlah pegawai dengan latar belakang tamat SMA 
adalah yang terbanyak. 
  Dari total pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal, tercatat jumlah pegawai laki-laki sebanyak 120 (88,24%) orang dan 
pegawai perempuan sebanyak 16 (11,76%) orang, yang artinya pegawai laki-laki 
jauh lebih mendominasi. 
IV.2.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Monitoring 
  Dalam pelaksanaan tugas monitoring pedagang kaki lima, Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak terlepas dari sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan monitoring. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
dan jumlah yang tersedia berdasarkan hasil wawancara dengan seksi bimbingan 
usaha dan pendaftaraan perusahaan antara lain : 
Tabel IV.8 
Sarana dan Prasarana Penunjang Monitoring 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
 
Aset Jumlah 
Bangunan Kantor Dinas 1 





Lemari Kayu 14 
Filling Besi 31 
Meja Kayu 38 
Kursi Kayu 60 
AC 16 
Sound System 2 Set 
Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan 





Beberapa aset diatas sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan 
monitoring, baik dalam hal pengumpulan data, pengelolaan, pelaporan serta 
pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima. Akan tetapi, alangkah baiknya jika 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membangun lagi 
sebuah ruang aula untuk menunjang proses monitoring khususnya dari segi 
pembinaan pedagang kaki lima yang saat ini belum tersedia. 
IV.2.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal  
Berikut Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal : 
                                                      Bagan IV.1 
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal 
 






Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1) : 
1. Kepala Dinas      : Dra.Suspriyanti MM 
2. Sekretaris      : Drs.Chusni Priyanto 
3. Kasubag Perencanaan     : Rudy Adhiarto, S.IP 
4. Kasubag Keuangan     : Heri M, SE 
5. Kasubag Umum & Kepegawaian   : Firdaus Ahdiyat, SE 
6. Kabid Perdagangan     : Ernie Y S, SE 
7. Kabid Pengelolaan Pasar    : Teguh ST.MT.MA 
8. Kabid Koperasi     : Sagitarina B, SE 
9. Kabid UMKM     : Teguh Sugiarto, SH 
10. Kasi Bimbingan Usaha & Pendaftaran Perusahaan  : Amin Thoyib M, ST 
11. Kasi Distribusi dan Tertib Niaga    : Edi Widyanto, SE 
12. Kasi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri   : Drs.Juli 
13. Kasi Perizinan Pedagang Pasar    : Bintang S S.T, M.SI 
14. Kasi Pemberdayaan Pedagang Pasar    : Sunarso, S.IP 
15. Kasi Penataan Pasar      : Edi Siswanto, SE 
16. Kasi Perizinan Kelembagaan Koperasi   : Suroso, S.IP .MM 
17. Kasi Pemberdayaan Koperasi    : Yani Target S, SH 
18. Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  : Mulyono, S.IP, MM 
19. Kasi Pemberdayaan UMKM     : Tri Susilastuti, S.IP 
20. Kasi Pengembangan UMK & Sektor Informal  : Djunaedi, S.IP 
21. Kasi Pembinaan & Kelembagaan UMKM   : Imamudin, SE, M.Si 







23. UPTD Pasar Wilayah I (Pasar Trayeman dan Pasar Lebaksiu) 
            Kepala UPTD : Joko Wiluyo, SH  
            Kasubag : Eti Sutiarsih, S.IP 
24. UPTD Pasar Wilayah II (Pasar Banjaran, Adiwerna dan Kedungsukun)  
Kepala UPTD : Sudirman, SE  
Kasubag  : Tarisah S 
25. UPTD Pasar Wilayah III (Pasar Balamoa, Pangkah dan Pasar Curug)  
Kepala UPTD : Edi Irianto, SE  
Kasubag  : Sri Tunisah 
26. UPTD Pasar Wilayah IV (Pasar Kemantran, Mejasem, Pepedan, 
Pesayangan dan Kupu)  
Kepala UPTD : Muhammad Supriyadi  
Kasubag  : Apriliana 
27. UPTD Pasar Wilayah V (Pasar Surodadi dan Jatipurwo)  
Kepala UPTD : Adi Priono, S.Kom  
Kasubag  : Rosid 
28. UPTD Pasar Wilayah VI (Pasar Balapulang, Margasari, Banjaranyar dan 
Kesambi) 
Kepala UPTD : Karton, SH  
Kasubag : Endang Kusnaeni 
29. UPTD Pasar Wilayah VII (Pasar Jatilaba, Jatinegara dan Cerih)  
Kepala UPTD : Moh. Basuni S.IP  





30. UPTD Pasar Wilyah VIII (Pasar Bojong, Simpar, Bumijawa dan Kesambi) 
            Kepala UPTD : Muritno 
            Kasubag   : Siti Rahayu 
IV.3 Pedagang Kaki Lima di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal 
Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas 
umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak 
mendapat izin dari pemerintah daerah antara lain badan jalan, bahu jalan, trotoar, 
saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyeberangan. 
Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di 
Indonesia tak terkecuali di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal. Umumnya, faktor tuntutan ekonomilah yang mendasari para pedagang kaki 
lima untuk menggeluti pekerjaan tersebut ditengah sulitnya mencari lapangan 
pekerjaan yang tersedia. 
Dapat dipastikan, jumlah pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal akan semakin meningkat dan dinamis, 
sedangkan eksistensinya tidak mudah dihilangkan dengan alasan bahwa pedagang 
kaki lima yang berjualan dikawasan tersebut merasa sudah lama menempati ruang 
terbuka publik yang ada sehingga wajar saja jika masing-masing pedagang kaki 





Pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal cenderung lebih memilih berjualan ditempat-tempat yang strategis untuk 
berjualan seperti bahu jalan, trotoar dan sebagainya. Jumlah pedagang kaki lima 
yang ada pada kawasan jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 
berdasarkan data terakhir pada tahun 2019 teridentifikasi sebanyak 114 pedagang. 
Keberadaan pedagang kaki lima tersebut haruslah menjadi perhatian serius dari 
Pemerintah Kabupaten Tegal, karena bagaimanapun juga pedagang kaki lima 
tersebut merupakan ikon dan identitas yang menyemarakan suatu daerah, mereka 
merupakan warga masyarakat Kabupaten Tegal yang ingin meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi melalui usaha berdagangnya. Keberadaan pedagang kaki 
lima tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penghias kota jika ditata dengan baik 
dan sebagai potensi pariwisata yang dapat membentuk estetika kota jika didesain 
dengan baik. Namun sebaliknya, apabila pedagang kaki lima tersebut dibiarkan 
liar maka akan berdampak pada kesemrawudan jalan, kebersihan yang 
mencerminkan kesan kumuh akibat sampah yang ditinggalkan. 
 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kondisi terkini di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi kabupaten Tegal menunjukkan : 
1. Tingkat kepadatan lalu lintas sangat tinggi, terutama pada pagi hari, siang 
hari dan malam hari 
2. Kondisi trotoar kanan kiri jalan tidak berfungsi dengan baik karena 





3. Parkir kendaraan sepanjang jalan tidak tertib dan mengganggu kelancaran 
lalu lintas 
4. Pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan Mayjen Sutoyo dimaksud 
telah menempati badan jalan 
5. Kondisi lapak-lapak dan atap tidak teratur dan terlihat kumuh 
6. Pemilik lapak ketika selesai berjualan meninggalkan begitu saja tanpa 
membawa pulang lapak dagangannya 
7. Beberapa pedagang kaki lima menyisakan sampah setelah selesai 
berjualan 
Berlandaskan data Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal Tahun 2019, pedagang kaki lima di kawasan jalan Mayjen Sutoyo 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal memiliki kriteria yang bisa dikelompokkan, 
antara lain : 
1. Jumlah keseluruhan pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo  
Jumlah pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo berjumlah 114 
pedagang, terdapat pedagang yang berjualan di siang hari sebanyak 71 
orang dan 43 pedagang berjualan pada malam hari. 
2. Pedagang kaki lima berdasarkan jenis kelamin  
Pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo berjumlah 114 pedagang. 





       Tabel IV.9 




1 PKL Laki-Laki 89 78,07% 
2 PKL Perempuan 25 21,93% 
  Jumlah 114 100,00% 
          Sumber: Data PKL jalan Mayjen Sutoyo Kec. Slawi 
Dari tabel IV.9 diatas, dapat dianalisis bahwa pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan 
jenis kelamin terdiri dari 78,07% pedagang laki-laki dan 21,93% pedagang 
perempuan. Maka dapat disimpulkan pedagang kaki lima berjenis kelamin laki-
laki lebih banyak dibandingkan pedagang kaki lima berjenis kelamin perempuan. 
Hal tersebut disebabkan karena rata-rata pedagang laki-laki yang berjualan di 
kawasan tersebut mempunyai jenis barang dagangan/jasa yang lebih bervariatif 
untuk ditawarkan, misalkan saja sol sepatu, tambal ban dan sebagainya. Faktor 
lainnya disebabkan karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang 
dituntut untuk menafkahi keluarganya. 
3. Pedagang kaki lima berdasarkan tingkat pendidikan 
                                                      Tabel IV.10 
                         Jumlah PKL Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tingkat 
Pendidikan Jumlah Presentase 
Tidak Sekolah 1 0,88% 
Sekolah Dasar 52 45,61% 
SMP 42 36,84% 
SMA 19 16,67% 
Diploma I/II/III - - 
Strata I/II/III - - 
Jumlah 114 100,00% 





Dari tabel IV.10 diatas, dapat dianalisis bahwa pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat pendidikan terdiri dari 0,88% pedagang tidak sekolah, 45,61% pedagang 
lulusan SD,  36,84% pedagang lulusan SMP dan 16,67% pedagang lulusan SMA. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima dengan lulusan 
SD adalah yang terbanyak dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut 
disebabkan karena ketatnya persaingan di dunia kerja dan sulitnya mencari 
pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. 
4. Pedagang kaki lima berdasarkan kelompok umur 
                                                      Tabel IV.11 
                            Jumlah PKL Berdasarkan Kelompok Umur 
Umur Jumlah Persentase 
15-19 - 0% 
20-24 - 0% 
25-29 2 1,75% 
30-34 11 9,65% 
35-39 20 17,54% 
40-44 34 29,82% 
45-49 33 28,95% 
50-54 12 10,53% 
55-59 1 0,88% 
60+ 1 0,88% 
Jumlah 114 100,00% 
                                Sumber: Data PKL jalan Mayjen Sutoyo Kec. Slawi 
 
Dari tabel IV.11 diatas, dapat dianalisis bahwa pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan 
kelompok umur, jumlah tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun 





umur 55-59 tahun dan 60 tahun ke atas dengan persentase masing-masing sebesar 
0,88%. 
5. Pedagang kaki lima berdasarkan jenis komoditas dagangan 
                                                       Tabel IV.12 
                   Jumlah PKL berdasarkan jenis komoditas dagangan 
Jenis Komoditas Dagangan Jumlah Persentase 
Bahan mentah dan setengah jadi 11 9,65% 
Makanan & Minuman siap konsumsi 81 71,05% 
Non makanan 6 5,26% 
Jasa 16 14,04% 
Jumlah 114 100,00% 
               Sumber: Data PKL jalan Mayjen Sutoyo Kec. Slawi 
 
Dari tabel IV.12 diatas, dapat dianalisis bahwa pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan 
jenis komoditas dagangan terdiri dari 9,65% pedagang bahan mentah dan setengah 
jadi, 71,05% pedagang makanan & minuman siap konsumsi,  5,26% pedagang 
non makanan dan 14,04% pedagang pelayanan jasa. Maka dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pedagang kaki lima dengan jenis komoditas dagangan 
makanan & minuman siap konsumsi adalah yang terbanyak dibandingkan dengan 
yang lain. Hal tersebut disebabkan karena kawasan jalan Mayjen Sutoyo terletak 
di pusat kota, berdekatan dengan pabrik dan perkantoran yang memungkinkan 
karyawan/pegawai singgah pada kawasan tersebut pada jam makan siang ataupun 








6. Pedagang kaki lima berdasarkan daerah asal 
                                                        Tabel IV.13 
                                Jumlah PKL Berdasarkan Daerah Asal 
Asal Daerah Jumlah Persentase 
Kec. Margasari     
Kec. Bumijawa     
Kec. Bojong 1 0,88% 
Kec. Balapulang     
Kec. Pagerbarang     
Kec. Lebaksiu 3 2,63% 
Kec. Jatinegara 3 2,63% 
Kec. Kedungbanteng     
Kec. Pangkah 27 23,68% 
Kec. Slawi 62 54,39% 
Kec. Dukuhwaru 4 3,51% 
Kec. Adiwerna 5 4,39% 
Kec. Dukuhturi     
Kec. Talang 3 2,63% 
Kec. Tarub 2 1,75% 
Kec. Kramat     
Kec. Suradadi     
Kec. Warureja     
Luar Kab. Tegal 4 3,51% 
Jumlah 114 100,00% 
   Sumber: Data PKL jalan Mayjen Sutoyo Kec. Slawi 
Dari tabel IV.13 diatas, dapat dianalisis bahwa pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan 
daerah asal, jumlah terbanyak yaitu pedagang asal daerah kecamatan Slawi 
dengan persentase 54,39%, sedangkan jumlah terendah yaitu pedagang asal 
daerah kecamatan Bojong dengan persentase 0,88%. Tingginya jumlah pedagang 
asal daerah kecamatan Slawi disebabkan karena kawasan jalan Mayjen Sutoyo 





asal daerah kecamatan Slawi yang akhirnya memutuskan untuk berdagang di 
lokasi strategis tersebut. Adapun pedagang dari luar kabupaten Tegal yaitu 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring Pedagang Kaki 
Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Yang 
mana dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti memilih informan tidak pada 
besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar 
tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan dari 
para pembaca. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan 
Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, mendeskripsikan kendala 
dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
kabupaten Tegal dan mendeskripsikan solusi yang akan ditempuh untuk 
mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan tersebut. 
 Maka dengan adanya penelitian ini, peneliti akan membahas pokok-pokok 
penelitian mengenai Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 
Monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 






2. Monitoring pedagang kaki lima, indikatornya : 
h. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi 
pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima. 
i. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima 
yang menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah 
ditetapkan. 
j. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
k. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
l. Frekuensi pelaksanaan monitoring  
m. Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati 
n. Tindak lanjut atas hasil monitoring. 
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 
monitoring pedagang kaki lima (PKL) di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal, kendala dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen 
Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal dan solusi yang akan ditempuh untuk 
mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi 









Informan dalam penelitian ini mencakup: 
1. Kepala bidang perdagangan 
2. Kepala seksi bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan 
3. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 07.00 s/d 18.00 WIB, 2 orang 
4. Pedagang kaki lima jam berdagang pukul 18.00 s/d 00.00 WIB, 2 orang 
5. Pembeli, 2 orang 
6. Masyarakat sekitar, 3 orang 
V.1 Hasil Penelitian 
 Kegiatan monitoring dilakukan terhadap kegiatan usaha pedagang kaki 
lima dalam rangka mendukung ketertiban umum melalui penataan pedagang kaki 
lima. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal merupakan 
bagian perangkat daerah yang diberi  tugas dan wewenang dari Bupati untuk 
melaksanakan tugas monitoring tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Bupati No 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi dan Penyiapan Prasarana 
Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal tepatnya pada 
pasal 7. 
Adapun indikator monitoring pedagang kaki lima dalam penelitian ini 
meliputi : 
a. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi 
pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima. 
Seperti apa yang dituangkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 
2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang 





pelaksanaan monitoring diantaranya adalah proses pengumpulan, pengelolaan 
serta pelaporan data. Oleh karenanya peneliti akan mencoba menggali informasi 
tersebut melalui wawancara dengan beberapa informan. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan data dan 
informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL)? 
➢ Pengumpulan Data 
Salah satu komponen penting dalam kegiatan monitoring adalah proses 
pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan dalam rangka pencapain tujuan.  
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk pelaksanaan pengumpulan data pedagang kaki lima (PKL) kami Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal menggunakan metode 
campuran, yaitu metode survei dan observasi lapangan. Dimana metode survei 
digunakan untuk menjaring data-data dari para stakeholders, terutama kelompok 
sasaran yaitu pedagang kaki lima (PKL) tersebut. Kemudian melakukan observasi 
lapangan, kami mengamati data empiris di lapangan agar lebih meyakinkan lagi 
dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan, lebih lanjut lagi kami 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mengadakan sensus per individu pada 
lokasi yang sudah kami tentukan sebelumnya.” 
 
 Menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang perdagangan) 
pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk proses pengumpulan data pedagang kaki lima biasanya kami lakukan 
dengan sensus per individu pedagang kaki lima mas, petugas turun langsung ke 






 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa dalam melakukan proses pengumpulan data, Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal turun langsung ke lokasi pedagang kaki lima untuk 
melakukan sensus per individu. Dimana metode yang digunakan adalah metode 
survei dan observasi lapangan. Metode survei bertujuan untuk menjaring data-data 
dari para stakeholders ataupun kelompok sasaran pedagang kaki lima (PKL) 
tersebut sedangkan observasi lapangan bertujuan untuk mengamati data empiris di 
lapangan agar lebih meyakinkan lagi dalam membuat penilaian tentang proses 
dari kebijakan. 
➢ Pengelolaan Data 
 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan data. 
Proses pengelolaan data dimaksudkan untuk mengelola semua sumber data yang 
ada dalam rangka mencapai tujuan monitoring tersebut. 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk pelaksanaan pengelolaan data pedagang kaki lima (PKL) bedakan antara 
pedagang kaki lima (PKL) siang dan malam termasuk menggolongkan jenis 
dagangannya.” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi, untuk proses pengelolaan data pedagang kaki lima biasanya kami hanya 
menggolongkan berdasarkan jenis dagangannya, kemudian kita bedakan antara 






Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa dalam melakukan proses pengelolaan data pedagang kaki lima, Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membedakan antara pedagang 
kaki lima yang berdagang di siang hari dan malam hari. Kemudian 
menggolongkan pedagang kaki lima berdasarkan jenis dagangannya. 
➢ Pelaporan Data dan Informasi Pemanfaatan Lokasi PKL 
Setelah data terkumpul dan dikelola, langkah selanjutnya adalah pelaporan 
data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL). Pelaporan data 
dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL) ini merupakan 
bentuk tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Tegal 
dalam pelaksanaan tugas monitoring. 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk pelaksanaan pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang 
kaki lima, data kami laporkan kepada bupati sebagai manifestasi atau 
perwujudan pelaksanaan peraturan bupati tegal nomor 7 tahun 2018 tepatnya 
pasal 7” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk pelaksanaan pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi 
pedagang kaki lima kami laporkan kepada bupati sebagai bentuk pertanggung 
jawaban kami yang telah diamanati tugas dan wewenang tersebut oleh Bupati” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa dalam melakukan proses pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi 





melaporkan data tersebut kepada bupati sebagai bentuk manifestasi atau 
perwujudan pelaksanaan peraturan bupati tegal nomor 7 tahun 2018 tentang 
Penetapan Lokasi dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di 
Kota Slawi Kabupaten Tegal tepatnya pasal 7” 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa sajakah 
kendala dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan 
data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL)? 
Dalam pelaksanaan tugas monitoring, tentunya Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM menemui berbagai kendala, baik kendala dalam proses 
pengumpulan data, proses pengelolaan data, ataupun pelaporan data dan informasi 
pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL). Dalam hal ini, peneliti bermaksud 
untuk menggali informasi kepada informan secara detail terkait hal tersebut. 
➢ Kendala dalam proses pengumpulan data :  
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk kendala pengumpulan data pedagang kaki lima (PKL), biasanya kami 
jumpai ketika pedagang kaki lima (PKL) tidak membuka lapak pada saat 
pendataan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal, Sehingga pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak terdata oleh kami” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk kendala pengumpulan data pedagang kaki lima (PKL) yang 
jumlahnya cukup banyak, terkadang kami merasa kekurangan personil khusunya 







 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa kendala dalam proses pengumpulan data pedagang kaki lima (PKL) 
diantaranya terjadi pada saat proses pendataan, pedagang tidak membuka 
lapaknya sehingga pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak terdata oleh Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Adapun kendala lainnya 
yaitu minimnya jumlah personil di bidang perdagangan untuk mendata pedagang 
kaki lima (PKL) yang jumlahnya cukup banyak. 
➢ Kendala dalam pengelolaan data : 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk kendala dalam pengelolaan data saya rasa tidak ada mas, karena kami 
hanya menggolongkan antara pedagang kaki lima yang berdagang pada siang 
hari dan malam hari saja, kemudian menggolongkan pedagang kaki lima (PKL) 
tersebut berdasarkan jenis dagangannya” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk Kendala dalam pengelolaan data tidak ada mas, karena kami hanya 
menggolongkan pedagang kaki lima (PKL) tersebut berdasarkan jenis 
dagangannya. Membedakan pedagang kaki lima (PKL) siang dan malam hari” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa kendala dalam pengelolaan data pedagang kaki lima tidak ditemukan, 
karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal hanya 
menggolongkan antara pedagang kaki lima yang berdagang pada siang hari dan 
malam hari. Lebih lanjut menggolongkan pedagang kaki lima (PKL) tersebut 





➢ Kendala pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi PKL 
  
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima, 
alhamdulillah kami tidak menemui kendala mas, kemudian karena sudah menjadi 
tanggung jawab dan ketentuan maka kami selalu berusaha untuk taat aturan.” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki 
lima, kami tidak menemui kendala mas” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa kendala dalam pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang 
kaki lima (PKL) tidak ditemukan, kemudian karena sudah menjadi tanggung 
jawab dan ketentuan maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal akan selalu berusaha untuk taat aturan.” 
b. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima yang 
menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
Identifikasi potensi, peluang atau kemungkinan dan permasalahan 
pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki 
lima yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 
tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki 
lima di kota Slawi kabupaten Tegal  ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi 
dan gambaran serta permasalahan pedagang kaki lima yang dapat dipergunakan 





1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah selama kegiatan 
monitoring dilakukan, bagaimanakah potensi dan peluang pedagang kaki 
lima (PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang 
telah ditetapkan? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk potensi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan termasuk yang saudara teliti sendiri 
yaitu di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tentunya selalu 
mengalami peningkatan jumlah pedagang yang berdagang mas, walaupun secara 
aturan tidak diizinkan” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk potensi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di luar 
lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan jelas selalu mengalami 
peningkatan mas, termasuk di kawasan jalan Mayjen Sutoyo yang sedang 
saudara teliti. Sifat dari pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri kan juga dinamis” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa potensi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dalam peraturan termasuk di kawasan 
jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal akan selalu mengalami 
peningkatan mengingat sifat pedagang kaki lima tersebut yang dinamis. 
Berkenaan dengan peluang atau kemungkinan terkait pedagang kaki lima 
(PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah 





bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk peluang atau kemungkinan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan 
termasuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM akan merencanakan pelaksanaan 
relokasi pedagang kaki lima tersebut secara bertahap, khusus untuk kawasan 
jalan Mayjen Sutoyo sudah kami rencanakan relokasi pada tahun 2021 mas” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Untuk peluang atau kemungkinan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan kami 
akan merelokasi pedagang kaki lima tersebut secara bertahap, sedangkan untuk 
kawasan jalan Mayjen Sutoyo yang saudara teliti kami merencanakan relokasi 
pada tahun 2021” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa peluang atau kemungkinan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dalam 
peraturan, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM merencanakan pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima tersebut secara 
bertahap. Untuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, 
relokasi akan dilaksanakan pada Tahun 2021. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah faktor apa yang 
melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan pedagang kaki lima 
(PKL) tersebut? 
Menurut Mas Setiawan selaku (Pembeli) pada wawancara tanggal 24 Juni 





“Yang melatarbelakangi saya untuk membeli dagangan di Jalan Mayjen Sutoyo 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ini ya karena bagi saya lokasinya strategis 
mas, karena letaknya kan di jantung kota slawi yang merupakan jalan raya utama 
juga“ 
 
       Adapun menurut Bapak Sulisno selaku (Pembeli) pada wawancara tanggal 
24 Juni 2019 mengatakan : 
“Faktor yang melatarbelakangi saya membeli dagangan di jalan Mayjen Sutoyo 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ini ya karena jarak tempuh dari rumah saya 
dekat mas” 
 
Sedangkan menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku ( Kepala 
seksi bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 
Juni 2019 mengatakan : 
“Biasanya faktor yang melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan para 
pedagang kaki lima (PKL) tersebut secara garis besar ya karena lokasi berjualan 
para pedagang kaki lima tersebut strategis dan mudah dijangkau pembeli mas” 
 
 Adapun menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Faktor yang melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan para pedagang 
kaki lima tersebut ya karena letak lokasi mudah dijangkau oleh mereka mas” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa faktor yang melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan pedagang 
kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tersebut 
yaitu karena lokasi yang strategis berada di jantung kota Slawi yang merupakan 
jalan raya utama dan jarak tempuh antara rumah pembeli dan lokasi pedagang 





3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut mengganggu lingkungan 
sekitar? 
Menurut Mba Elok selaku (Masyarakat sekitar) pada wawancara tanggal 
28 Juni 2019 mengatakan : 
“Menurut saya mengganggu mas, terutama pedagang kaki lima (PKL) yang 
menjorok ke jalan raya itu kadang suka bikin jalan raya jadi semrawud. 
 
       Menurut Ibu Siti selaku (Masyarakat sekitar) pada wawancara tanggal 28 
Juni 2019 mengatakan : 
“Untuk keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan 
Slawi Kabupaten Tegal kalo menurut saya cukup mengganggu akses jalan raya 
mas, apalagi pedagang kaki lima yang sudah menempati bahu jalan, itu sering 
sekali bikin kesemrawudan jalan raya” 
 
 Adapun menurut Bapak Budi Santoso selaku (Masyarakat sekitar) pada 
wawancara tanggal 28 Juni 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal ini cukup menggangu mas kalo menurut saya, 
terutama yang di bahu jalan sering bikin jalanan semrawud, kadang juga ada 
pedagang kaki lima yang sering menyisakan sampah setelah selesai berdagang 
sehingga menimbulkan kesan kumuh” 
 
Sedangkan menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku ( Kepala 
seksi bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 
Juni 2019 mengatakan : 
“Jelas mengganggu mas, diperaturan kan juga sudah ada larangannya untuk 
tidak boleh berjualan di badan jalan dan trotoar karena mengambil hak 
pengguna fasilitas tersebut termasuk masyarakat sekitar” 
 
 Menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang perdagangan) 





“Cukup menggangu sih mas, para pedagang kaki lima (PKL) tersebut kan 
biasanya menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti bahu jalan, trotoar dan 
sebagainya, jadi secara tidak langsung mengganggu akses jalanan yang 
digunakan masyarakat sekitar” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut cukup mengganggu 
lingkungan sekitar, hal tersebut karena pedagang kaki lima yang berada di 
kawasan jalan Mayjen Sutoyo kerap kali membuat kesemrawutan akses jalan raya 
masyarakat sekitar dan terkadang beberapa pedagang kaki lima (PKL) ada yang 
menyisakan sampah setelah selesai berdagang sehingga menimbulkan kesan 
kumuh. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) bagi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD)? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juli 
2019 mengatakan : 
“Kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) sekecamatan Slawi 
bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.50.400.000 per tahun, 
sedangkan kontribusi pedagang kaki lima di kawasan jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
belum memungut biaya retribusi sehingga pedagang kaki lima (PKL) di kawasan 
tersebut tidak mempunyai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa Kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) sekecamatan 
Slawi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.50.400.000 per tahun, 





kecamatan Slawi kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM belum 
memungut biaya retribusi sehingga pedagang kaki lima (PKL) di kawasan 
tersebut tidak mempunyai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa sajakah 
permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi diluar 
lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan? 
Menurut Bapak Burhanudin selaku (Pedagang kaki lima) pada wawancara 
tanggal 24 Juni 2019 mengatakan : 
“Jadi gini mas, kenapa kok saya belum bersedia menempati lokasi yang 
ditetapkan dalam peraturan ya karena saya khawatir jika omset dagangan saya 
turun mas, soalnya saya jugakan sudah lama dagang di kawasan jalan Mayjen 
Sutoyo ini” 
 
        Menurut Bapak M Ikhrom selaku (Pedagang kaki lima) pada wawancara 
tanggal 24 Juni 2019 mengatakan : 
“Alasan saya belum bersedia dipindahkan ke lokasi yang tercantum dalam  
peraturan bupati Tegal no 7 tahun 2018 karena saya khawatir tidak dapat kios 
dilokasi yang baru mas” 
 
        Sedangkan menurut Mas Rudi selaku (Pedagang kaki lima) pada 
wawancara tanggal 24 Juni 2019 mengatakan : 
“Jadi gini mas, saya kan sudah lama berdagang di lokasi jalan Mayjen Sutoyo ini 
dan tentunya sudah banyak pelanggan, kalo dipindah ke lokasi baru saya 
khawatir pelanggan lama saya tidak mengenal lokasi baru tersebut mas” 
 
        Jika menurut Bapak Udin selaku (Pedagang kaki lima) pada wawancara 
tanggal 24 Juni 2019 mengatakan : 
“Jadi permasalahan saya kenapa belum bersedia dipindahkan ke lokasi yang 
sudah ditetapkan dalam peraturan karena disini pelanggan saya sudah banyak 






Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Biasanya sih permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi 
diluar lokasi peruntukannya dan tidak mau direlokasi ke lokasi peruntukannya 
secara garis besar ya khawatir jika omset mereka turun karena kehilangan 
pelanggan mas” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi diluar 
lokasi peruntukannya biasanya karena mereka sudah lama berdagang di lokasi 
awal sehingga mereka enggan untuk dipindahkan karena khawatir omset mereka 
bakal turun karena kehilangan pelanggan” 
 
         Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi diluar 
lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan termasuk jalan Mayjen Sutoyo 
yaitu para pedagang kaki lima (PKL) khawatir jika omset dagangannya meurun 
jika dipindah ke lokasi baru yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 7 Tahun 
2018 tentang Penetapan Lokasi dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang 
Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal, para pedagang khawatir jika tidak 
dapat kios dilokasi yang baru dan kemudian khawatir jika pelanggan lama tidak 
mengenal lokasi berdagang yang baru. 
c. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu 
fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 





pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
rencana. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Jadi gini mas, untuk proses penyiapan bahan pembinaan kami tetap mengacu 
pada peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban 
umum pasal 25 dan 26 dan peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang 
penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di 
kota Slawi Kabupaten Tegal” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Untuk proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima kami 
berpedoman pada peraturan terkait pedagang kaki lima yang ada, yaitu 
peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum 
pasal 25 dan 26 dan peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang 
penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di 
kota Slawi Kabupaten Tegal” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa untuk proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima (PKL), 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berpedoman pada 
peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum 
pasal 25 dan 26 serta peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang 
penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di 





2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa sajakah 
kendala dalam proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
(PKL)? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk kendala dalam proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
tidak ada mas, karena kami hanya mengikuti acuan peraturan daerah Kabupaten 
Tegal nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum pasal 25 dan 26 dan 
peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan 
penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten 
Tegal yang berlaku” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Tidak ada kendala dalam proses proses penyiapan bahan pembinaan pedagang 
kaki lima, karena acuan kami sudah jelas yaitu peraturan-peraturan terkait 
pedagang kaki lima jadi kami hanya berpedoman saja” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa tidak ada kendala dalam proses proses penyiapan bahan pembinaan 
pedagang kaki lima karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal  hanya mengikuti acuan peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 
2011 tentang ketertiban umum pasal 25 dan 26 dan peraturan Bupati Tegal nomor 
7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha 
pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal” 
d. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima merupakan suatu bimbingan 





Tegal dalam rangka merubah tingkah laku serta mental pedagang kaki lima agar 
taat pada peraturan-peraturan terkait pedagang kaki lima yang ada. Bentuk 
pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berupa Sosialisasi. Sosialisasi sendiri dapat 
diartikan sebagai suatu penanaman nilai, kebiasaan dan aturan dalam bertingkah 
laku di masyarakat. Melalui sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan 
menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status yang dimiliki. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilaksanakan melalui sosialisai, para 
pedagang kaki lima (PKL) tersebut kami undang yang nantinya akan diberikan 
suatu pembinaan baik berupa bimbingan atau pengarahan terkait peraturan 
pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk pemberian 
materi sendiri biasanya kami bekerjasama dengan stakeholders terkait, 
diantarnya Satpol PP dan Bappeda. Berkaitan dengan pembinaan pedagang kaki 
lima (PKL) di kawasan jalan Mayjen Sutoyo, Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM mengagendakan pembinaan pada tahun 2019 mas” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi dengan mengundang pedagang 
kaki lima (PKL) mas, kemudian para pedagang kaki lima (PKL) tersebut 
diberikan materi terkait peraturan-peraturan pedagang kaki lima (PKL) di 
lingkup Kabupaten Tegal ini. Dalam kurun waktu satu tahun, biasanya kami 
melakukan pembinaan empat kali dengan sasaran lokasi yang berbeda, Untuk 
kawasan jalan Mayjen Sutoyo, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 






 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa pelaksanaan Pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilaksanakan melalui 
sosialisai dengan mengundang para pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki 
lima (PKL) tersebut kemudian diberikan materi berupa peraturan-peraturan terkait 
pedagang kaki lima (PKL). Adapun stakeholder yang menjadi narasumber dalam 
pembinaan sosialisasi tersebut diantaranya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 
UKM Kabupaten Tegal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bappeda. Dalam kurun 
waktu satu tahun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) empat kali dengan 
sasaran lokasi yang berbeda. Untuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo, Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM mengagendakan pembinaan pada tahun 2019. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa sajakah 
kendala dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk kendala dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima biasanya 
terkendala pada jumlah anggaran yang tersedia mas, jumlah pedagang kaki lima 
(PKL) kan dinamis dan potensi meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) 
itu sangat mungkin terjadi, sehingga anggaran yang kita rencanakan sebelumnya 
seringkali kurang” 
 
Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Jadi untuk kendala dalam pelaksanaan pembinaan pedagang lima karena 
kaitannya dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) biasanya kami 
terbentur pada anggaran yang tersedia mas, jumlah pedagang kaki lima 





kendala lainnya yaitu ketidakhadiran pedagang kaki lima (PKL), kalo pedagang 
kaki lima (PKL) tersebut tidak hadir kan artinya menhambat proses pembinaan 
dari kami mas” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa kendala dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) 
diantaranya terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia, jumlah anggaran yang 
sudah tercantum di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal tidak mencukupi untuk melakukan 
pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya dinamis cenderung 
meningkat, hal tersebutlah yang menyebabkan anggaran tidak mencukupi karena 
diluar dari anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun kendala 
dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) lainnya yaitu 
ketidakhadiran pedagang kaki lima (PKL) tersebut yang artinya akan menghambat 
proses pembinaan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. 
e. Frekuensi pelaksanaan monitoring 
Frekuensi pelaksanaan monitoring adalah jumlah putaran ulang rentang 
waktu dalam pelaksanaan monitoring. Semakin sering pelaksanaan monitoring 
dilakukan, maka akan lebih berpotensi mencapai tujuan yang diharapkan. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa lama 
rentang waktu frekuensi pelaksanaan monitoring? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk rentang waktu frekuensi pelaksanaan monitoring, kami tetap mengacu 





penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten 
Tegal pasal 7, kami dinas perdagangan, koperasi dan UKM melakukan 
monitoring terhadap pedagang kaki lima (PKL) setiap satu bulan sekali pada 
sasaran lokasi yang berbeda. Untuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo, di tahun 2019 
ini kami akan lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring untuk keberhasilan 
relokasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021, jadi khusus 
pelaksanaan monitoring kawasan jalan Mayjen Sutoyo akan lebih sering 
dilakukan dibanding lokasi lain” 
 
 Sedangkan Menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Rentang waktu frekuensi pelaksanaan monitoring yaitu satu bulan sekali dengan 
lokasi sasaran yang berbeda, karena kami berpedoman pada peraturan Bupati 
Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana 
sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal pasal 7 yang 
ada. Kemudian untuk pelaksanaan monitoring di kawasan jalan Mayjen Sutoyo 
kecamatan Slawi Kabupaten Tegal akan kami intensifkan untuk keberhasilan 
relokasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa rentang waktu frekuensi pelaksanaan monitoring dilakukan satu bulan 
sekali dengan lokasi sasaran yang berbeda, dimana Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal tetap berpedoman pada peraturan Bupati Tegal nomor 
7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha 
pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal pasal 7. Untuk kawasan jalan 
Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, di tahun 2019  Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM akan lebih mengintensifkan pelaksanaan 
monitoring untuk keberhasilan relokasi yang rencananya akan dilaksanakan pada 
tahun 2021, jadi khusus pelaksanaan monitoring kawasan jalan Mayjen Sutoyo 





2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pelaksanaan monitoring rutin dilakukan atau hanya sewaktu-waktu bila 
diperlukan? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk pelaksanaan monitoring terhadap pedagang kaki lima (PKL) rutin kami 
lakukan” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Pelaksanaan monitoring terhadap pedagang kaki lima (PKL) rutin kami lakukan 
mas” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa pelaksanaan monitoring terhadap pedagang kaki lima (PKL) rutin 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. 
f. Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati 
Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati merupakan suatu bentuk 
tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk 
melaksanakan tugas monitoring pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana yang 
tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan 
lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi 





kepada Bupati penting dilaksanakan dalam rangka agar Bupati mengetahui 
perkembangan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kabupaten Tegal.  
1.) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah setelah hasil 
monitoring diperoleh, apakah hasil monitoring tersebut rutin dilaporkan 
kepada Bupati? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Untuk hasil monitoring rutin kami laporkan kepada Bupati, tujuannya yaitu 
agar Bupati mengetahui perkembangan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 
Tegal dan membantu dalam penentuan skala prioritas pada lokasi mana yang 
harus segera direlokasi” 
 
 Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Hasil monitoring rutin kami laporkan kepada Bupati sebagai bentuk tanggung 
jawab kami dalam melaksanakan tugas monitoring mas” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa pelaporan hasil monitoring kepada Bupati rutin dilaporkan oleh Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal kepada Bupati, hal tersebut 
sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan monitoring yang diberikan oleh 
Bupati kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.  
Pelaporan hasil monitoring pedagang kaki lima (PKL) kepada Bupati rutin 
dilakukan dengan tujuan agar Bupati mengetahui perkembangan pedagang kaki 
lima (PKL) di Kabupaten Tegal dan membantu dalam penentuan skala prioritas 





g. Tindak lanjut atas hasil monitoring 
Setelah hasil monitoring diperoleh, langkah selanjutnya adalah penentuan 
tindak lanjut atas hasil monitoring. Penentuan tindak lanjut atas hasil monitoring 
ini merupakan langkah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
sebagai instansi pemerintah yang mempunyai fungsi dalam merumuskan 
kebijakan teknis di bidang perdagangan. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima yang tidak sesuai 
dengan rencana atau masih banyaknya ditemukan pedagang kaki lima 
(PKL) yang menempati lokasi berdagang di luar lokasi pedagang kaki lima 
(PKL) yang telah ditetapkan? 
Menurut Bapak Amin Thoyib Musthofa, ST selaku (Kepala seksi 
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan) pada wawancara tanggal 25 Juni 
2019 mengatakan : 
“Jadi untuk tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima (PKL) yang 
tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam peraturan atau hasil 
monitoring menunjukkan masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL)  yang 
menempati lokasi berdagang yang bukan peruntukannya, maka langkah Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebagai perumus kebijakan 
teknis bidang perdagangan akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) tersebut 
secara bertahap. Kemudian berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati sepanjang jalan kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
kabupaten Tegal kami merencanakan untuk merelokasinya pada tahun 2021. 
Karena di tahun 2019 ini fokus kami adalah melaksanakan pembinaan pedagang 
kaki lima (PKL) terlebih dahulu seperti apa yang sudah tercantum dalam DPA 
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019 ini, kemudian lebih lanjut pada 
tahun 2020 kami menyiapkan sarana dan prasarana pedagang kaki lima di lokasi 
tujuan relokasi yaitu di kawasan eks SMEAN Kagok yang saat ini masih 
terkendala oleh anggaran. Lokasi kawasan eks SMEAN Kagok dipilih karena 
lokasi tersebut cukup strategis dan masih dalam lingkup jalan Mayjen Sutoyo 







Sedangkan menurut Ibu Ernie Yuniarsih S, SE selaku (Kepala bidang 
perdagangan) pada wawancara tanggal 16 Juli 2019 mengatakan : 
“Tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai 
dengan rencana yang tertuang dalam peraturan, Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal yang jelas akan melakukan relokasi pedagang kaki 
lima yang menempati lokasi di luar lokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan 
tersebut secara bertahap, untuk penentuan lokasi relokasi sendiri, kami tetap 
berpedoman pada peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan 
lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi 
kabupaten Tegal. Kemudian berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) di 
sepanjang jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal rencananya 
akan kami relokasi ke kawasan eks SMEAN Kagok pada tahun 2021, karena 
untuk saat ini belum tersedia anggaran untuk menyiapkan sarana dan prasarana 
pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks SMEAN Kagok tersebut. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat penulis simpulkan 
bahwa tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima (PKL) yang tidak 
sesuai dengan rencana yang tertuang dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 
2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang 
kaki lima di kota Slawi kabupaten Tegal atau hasil monitoring menunjukkan 
masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL)  yang menempati lokasi berdagang 
yang bukan peruntukannya, maka langkah Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM Kabupaten Tegal sebagai perumus kebijakan teknis bidang perdagangan 
akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) tersebut secara bertahap dengan 
berpedoman pada peraturan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang ada. 
Kemudian berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati 
sepanjang jalan kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal merencanakan untuk 





Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah melaksanakan 
pembinaan pedagang kaki lima (PKL) terlebih dahulu seperti apa yang sudah 
tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019, kemudian 
lebih lanjut pada tahun 2020 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal akan menyiapkan sarana dan prasarana pedagang kaki lima di lokasi tujuan 
relokasi yaitu di kawasan eks SMEAN Kagok yang saat ini masih terkendala oleh 
anggaran. Lokasi kawasan eks SMEAN Kagok dipilih karena lokasi tersebut 
cukup strategis dan masih dalam lingkup jalan Mayjen Sutoyo sehingga tidak 
menimbulkan dampak yang besar bagi para pedagang kaki lima (PKL) tersebut. 
V.2 Pembahasan 
Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring Pedagang 
Kaki Lima di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 
 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan dinas yang membantu 
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi 
dan tugas pembantuan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan 
UMKM.  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mempunyai 
peran dalam monitoring pedagang kaki lima di Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 Tahun 2018 
tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki 
lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal pasal 7. 
Berkaitan dengan peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 
monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi 





1. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi 
pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima. 
Seperti apa yang dituangkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 
2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang 
kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal pasal 7, komponen-komponen penting 
dalam pelaksanaan monitoring diantaranya adalah proses pengumpulan, 
pengelolaan serta pelaporan data. 
➢ Pengumpulan Data 
Salah satu komponen penting dalam kegiatan monitoring adalah proses 
pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan dalam rangka pencapain tujuan.  
Dalam melakukan proses pengumpulan data, Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Tegal turun langsung ke lokasi pedagang kaki lima untuk 
melakukan sensus per individu. Dimana metode yang digunakan adalah metode 
survei dan observasi lapangan. Metode survei bertujuan untuk menjaring data-data 
dari para stakeholders ataupun kelompok sasaran pedagang kaki lima (PKL) 
tersebut sedangkan observasi lapangan bertujuan untuk mengamati data empiris di 
lapangan agar lebih meyakinkan lagi dalam membuat penilaian tentang proses 
dari kebijakan. 
Adapun kendala dalam proses pengumpulan data pedagang kaki lima 
(PKL) diantaranya terjadi pada saat proses pendataan pedagang tidak membuka 
lapaknya sehingga pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak terdata oleh Dinas 





minimnya jumlah personil di bidang perdagangan untuk mendata pedagang kaki 
lima (PKL) yang jumlahnya cukup banyak. 
➢ Pengelolaan Data 
 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan data. 
Proses pengelolaan data dimaksudkan untuk mengelola semua sumber data yang 
ada dalam rangka mencapai tujuan monitoring tersebut. 
Dalam melakukan proses pengelolaan data pedagang kaki lima, Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membedakan antara pedagang 
kaki lima yang berdagang di siang hari dan malam hari. Kemudian 
menggolongkan pedagang kaki lima berdasarkan jenis dagangannya. 
Sedangkan untuk kendala dalam pengelolaan data pedagang kaki lima 
tidak ditemukan, karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal hanya menggolongkan antara pedagang kaki lima yang berdagang pada 
siang hari dan malam hari. Lebih lanjut menggolongkan pedagang kaki lima 
(PKL) tersebut berdasarkan jenis dagangannya. 
➢ Pelaporan Data dan Informasi Pemanfaatan Lokasi PKL 
Setelah data terkumpul dan dikelola, langkah selanjutnya adalah pelaporan 
data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL). Pelaporan data 
dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL) ini merupakan 
bentuk tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Tegal 
dalam pelaksanaan tugas monitoring. 
Dalam melakukan proses pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi 





melaporkan data tersebut kepada Bupati sebagai bentuk manifestasi atau 
perwujudan pelaksanaan peraturan bupati tegal nomor 7 tahun 2018 tentang 
Penetapan Lokasi dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di 
Kota Slawi Kabupaten Tegal tepatnya pasal 7. 
Dalam pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki 
lima (PKL) tidak ditemukan suatu kendala, karena sudah menjadi tanggung jawab 
dan ketentuan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal akan 
selalu berusaha untuk taat aturan. 
2. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima yang 
menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
Identifikasi potensi, peluang atau kemungkinan dan permasalahan 
pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki 
lima yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 
tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki 
lima di kota Slawi kabupaten Tegal  ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi 
dan gambaran serta permasalahan pedagang kaki lima yang dapat dipergunakan 
dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. 
Potensi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi 
pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dalam peraturan termasuk di kawasan 
jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal akan selalu mengalami 
peningkatan mengingat sifat pedagang kaki lima tersebut yang dinamis. Peluang 
atau kemungkinan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di 





Kabupaten Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM merencanakan 
pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima tersebut secara bertahap. Untuk kawasan 
jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, relokasi akan 
dilaksanakan pada Tahun 2021. 
Terkait faktor yang melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan 
pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 
tersebut, yaitu karena lokasinya yang strategis berada di jantung kota Slawi yang 
merupakan jalan raya utama dan jarak tempuh antara rumah pembeli dan lokasi 
pedagang kaki lima berdekatan atau mudah dijangkau. 
Berdasarkan informasi masyarakat sekitar yang berhasil dihimpun, 
keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut cukup mengganggu lingkungan 
sekitar, hal tersebut dikarenakan pedagang kaki lima yang berada di kawasan jalan 
Mayjen Sutoyo kerap kali membuat kesemrawutan akses jalan raya masyarakat 
sekitar dan terkadang beberapa pedagang kaki lima (PKL) ada yang menyisakan 
sampah setelah selesai berdagang sehingga menimbulkan kesan kumuh. 
Adapun kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) 
sekecamatan Slawi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.50.400.000 
per tahun, sedangkan kontribusi pedagang kaki lima di kawasan jalan Mayjen 
Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
UKM belum memungut biaya retribusi sehingga pedagang kaki lima (PKL) di 






Secara garis besar, permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan 
termasuk jalan Mayjen Sutoyo yaitu para pedagang kaki lima (PKL) khawatir jika 
omset dagangannya meurun jika dipindah ke lokasi baru yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati No 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Penyiapan 
Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal, 
para pedagang khawatir jika tidak dapat kios dilokasi yang baru dan kemudian 
khawatir jika pelanggan lama tidak mengenal lokasi berdagang yang baru. 
3. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu 
fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal. Penyiapan bahan pembinaan penting dilakukan agar proses pelaksanaan 
pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
rencana. 
Proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima (PKL), Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berpedoman pada peraturan 
daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum pasal 25 
dan 26 serta peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi 
dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi 
Kabupaten Tegal. 
Sedangkan kendala dalam proses proses penyiapan bahan pembinaan 
pedagang kaki lima tidak ditemukan, karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan 





nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum pasal 25 dan 26 dan peraturan 
Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan 
prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal. 
4. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima merupakan suatu bimbingan 
atau arahan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal dalam rangka merubah tingkah laku serta mental pedagang kaki lima agar 
taat pada peraturan-peraturan terkait pedagang kaki lima yang ada. Bentuk 
pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berupa Sosialisasi. Sosialisasi sendiri dapat 
diartikan sebagai suatu penanaman nilai, kebiasaan dan aturan dalam bertingkah 
laku di masyarakat. Melalui sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan 
menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status yang dimiliki. 
Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) oleh Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui 
sosialisai dengan mengundang para pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki 
lima (PKL) tersebut kemudian diberikan materi berupa peraturan-peraturan terkait 
pedagang kaki lima (PKL). Adapun stakeholder yang menjadi narasumber dalam 
pembinaan sosialisasi tersebut diantaranya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 
UKM Kabupaten Tegal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bappeda. Dalam kurun 
waktu satu tahun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 





sasaran lokasi yang berbeda. Untuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo, Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM mengagendakan pembinaan pada tahun 2019. 
Adapun kendala dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) 
diantaranya adalah terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia, jumlah anggaran 
yang sudah tercantum di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal tidak mencukupi untuk 
melakukan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya dinamis 
cenderung meningkat, hal tersebutlah yang menyebabkan anggaran tidak 
mencukupi karena diluar dari anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. 
Sedangkan kendala lainnya yaitu ketidakhadiran pedagang kaki lima (PKL) 
tersebut yang artinya akan menghambat proses pembinaan dari Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. 
5. Frekuensi pelaksanaan monitoring 
Frekuensi pelaksanaan monitoring adalah jumlah putaran ulang rentang 
waktu dalam pelaksanaan monitoring. Semakin sering pelaksanaan monitoring 
dilakukan, maka akan lebih berpotensi mencapai tujuan yang diharapkan. 
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Pelaksanaan monitoring 
terhadap pedagang kaki lima (PKL) rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Rentang waktu frekuensi pelaksanaan 
monitoring dilakukan satu bulan sekali pada lokasi sasaran yang berbeda, dimana 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal masih tetap 
berpedoman pada peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan 





Kabupaten Tegal pasal 7. Untuk kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
kabupaten Tegal, di tahun 2019  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM akan 
lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring untuk keberhasilan relokasi yang 
rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021, jadi khusus pelaksanaan 
monitoring kawasan jalan Mayjen Sutoyo akan lebih sering dilakukan dibanding 
lokasi lain. 
6. Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati 
Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati merupakan suatu bentuk 
tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk 
melaksanakan tugas monitoring pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana yang 
tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan 
lokasi dan penyiapan prasarana sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi 
Kabupaten Tegal pasal 7. Pelaporan hasil monitoring pedagang kaki lima (PKL) 
kepada Bupati penting dilaksanakan dalam rangka agar Bupati mengetahui 
perkembangan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kabupaten Tegal.  
Berkaitan dengan pelaporan hasil monitoring kepada Bupati, hasil 
monitoring tersebut rutin dilaporkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal kepada Bupati, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas 
pelaksanaan monitoring yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.  Pelaporan hasil monitoring pedagang kaki 
lima (PKL) kepada Bupati ini rutin dilakukan dengan tujuan agar Bupati 





membantu dalam penentuan skala prioritas pada lokasi mana yang harus segera 
direlokasi. 
7. Tindak lanjut atas hasil monitoring 
Setelah hasil monitoring diperoleh, langkah selanjutnya adalah penentuan 
tindak lanjut atas hasil monitoring. Penentuan tindak lanjut atas hasil monitoring 
ini merupakan langkah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
sebagai instansi pemerintah yang mempunyai fungsi dalam merumuskan 
kebijakan teknis di bidang perdagangan. 
Berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima 
(PKL) yang tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam peraturan Bupati 
Tegal nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana 
sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi kabupaten Tegal atau hasil 
monitoring menunjukkan masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL)  yang 
menempati lokasi berdagang yang bukan peruntukannya, maka langkah Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebagai perumus kebijakan 
teknis bidang perdagangan akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) tersebut 
secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan terkait pedagang kaki lima 
(PKL) yang ada. Kemudian berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang 
menempati sepanjang jalan kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
merencanakan untuk merelokasinya pada tahun 2021. Karena di tahun 2019 ini 
fokus Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah 





yang sudah tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019, 
kemudian lebih lanjut pada tahun 2020 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal akan menyiapkan sarana dan prasarana pedagang kaki lima di 
lokasi tujuan relokasi yaitu di kawasan eks SMEAN Kagok yang saat ini masih 
terkendala oleh anggaran. Lokasi kawasan eks SMEAN Kagok dipilih karena 
lokasi tersebut cukup strategis dan masih dalam lingkup jalan Mayjen Sutoyo 





















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam monitoring 
pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten 
Tegal berjalan kurang maksimal, hingga saat ini Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal belum bisa mengatasi permasalahan 
pedagang kaki lima yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki 
lima yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Penetapan Lokasi Dan Penyiapan Prasarana Sarana Usaha 
Pedagang Kaki Lima Di Kota Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini 
pedagang kaki lima (PKL) di kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan 
Slawi kabupaten Tegal. 
2. Adapun kendala dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen 
Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten Tegal secara garis besar yaitu belum 
tersedianya anggaran untuk membangun prasarana sarana pedagang kaki 
lima (PKL) di tempat tujuan relokasi. Sedangkan kendala lainnya 





dibidang perdagangan menjadi penghambat pada saat melakukan 
pendataan pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat dinamis cenderung 
meningkat. Selain itu, proses pengumpulan data menjadi terhambat ketika 
pedagang (PKL) tidak membuka lapak pada saat pendataan dilakukan 
sehingga pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak terdata oleh Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Adapun kendala 
lainnya terjadi pada saat pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
(PKL) yang terbentur pada anggaran yang tersedia, jumlah anggaran yang 
direncanakan seringkali tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki 
lima (PKL) yang jumlahnya dinamis cenderung meningkat. Kendala yang 
terakhir yaitu ketidakhadiran pedagang kaki lima (PKL) pada saat proses 
pembinaan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal. 
3. Solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan peadagang kaki 
lima yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah 
ditetapkan dalam peraturan termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang 
berada di sepanjang jalan kawasan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal yaitu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM akan melakukan relokasi pedagang kaki lima tersebut 
secara bertahap dengan tetap berpedoman pada peraturan Bupati Tegal 
nomor 7 tahun 2018 tentang penetapan lokasi dan penyiapan prasarana 
sarana usaha pedagang kaki lima di kota Slawi Kabupaten Tegal. 





sepanjang jalan kawasan jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi kabupaten 
Tegal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
merencanakan untuk merelokasinya pada tahun 2021. Karena di tahun 
2019 ini fokus Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
adalah melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) terlebih 
dahulu seperti apa yang sudah tercantum dalam DPA (Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019, kemudian lebih lanjut pada tahun 
2020 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal akan 
menyiapkan sarana dan prasarana pedagang kaki lima di lokasi tujuan 
relokasi yaitu di kawasan eks SMEAN Kagok yang saat ini masih 
terkendala oleh anggaran. Lokasi kawasan eks SMEAN Kagok dipilih 
karena lokasi tersebut cukup strategis dan masih dalam lingkup jalan 
Mayjen Sutoyo sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar bagi para 
pedagang kaki lima (PKL) tersebut. 
VI.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal agar lebih 
maksimal lagi dalam proses perencanaan penyusunan anggaran terkait 
pedagang kaki lima (PKL), memberikan kesadaran kepada pedagang kaki 
lima (PKL) akan pentingnya mentaati peraturan melalui pendekatan yang 
lebih mendalam serta menambah lebih banyak lagi inovasi dalam 





kontrak pada bidang perdagangan dalam rangka pengumpulan data 
pedagang kaki lima yang jumlahnya dinamis cenderung meningkat agar 
berjalan lebih efektif. 
2. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal agar lebih 
efektif lagi dalam hal komunikasi dengan stakeholder lain seperti Satpol 
PP, Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata 
Ruang dan Pertanahan serta DPRD terkait penataan Pedagang Kaki Lima 
(PKL). 
3. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu kiranya membentuk Asosiasi 
Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Tegal yang bertujuan 
untuk memperjuangkan hak-hak pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 
















Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana 
 
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Terjemahan Samodra 
             Wibawa dkk) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press  
 
Moleong, J. Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 
 
Prijambodo. 2014. Monitoring  Dan Evaluasi. Bogor: IPB Press 
 
Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi  Mengendalikan  Potensi  Dalam       
            Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia 
 
Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers  
 
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 
 
Jurnal : 
Ramdhan, Kurnia Muhamad. (2017).  Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang  Kaki Lima  
           di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima     
           Kabupaten Garut. Jurnal Administrasi Negara, 2 (1) 
 
Suripto, Rizki.  (2017).  Resistensi Pedagang Kaki Lima  Dalam Implementasi Kebijakan Di   
           Kecamatan Wiyung. Jurnal Politik Muda, 6 (3). 
 
Widjajanti, Retno. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota 
          (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang). Jurnal Pembangunan   
          Wilayah dan Kota, 8 (4) 
 
Peraturan-Peraturan :  
Peraturan Bupati Tegal No 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prasarana Sarana Usaha  
           Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum   
 
Profil Badan Publik :  











1. Judul Penelitian  
PERAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM DALAM 
MONITORING PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN MAYJEN 
SUTOYO KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL 
2. Petunjuk Wawancara  
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi 
program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ 
Saudara/ i untuk memberikan informasi mengenai Peran Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen 
Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.  Keberhasilan penelitian ini akan sangat 
bergantung kepada kelengkapan jawaban, untuk itu dimohon dengan sangat agar 
Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dapat memberikan jawaban dengan lengkap, jujur dan benar. 
3. Identitas Informan 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan (Jabatan) : 
Alamat  : 








1. Monitoring Pedagang Kaki Lima 
a. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi 
pedagang kaki lima. 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan data 
dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL)? 
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan serta 
pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima (PKL)? 
b. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pedagang kaki lima yang 
menempati lokasi diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. 
1. Selama kegiatan monitoring dilakukan, bagaimanakah potensi dan peluang 
pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi di luar lokasi pedagang 
kaki lima yang telah ditetapkan? 
2. Faktor apa yang melatarbelakangi pembeli untuk membeli dagangan pedagang 
kaki lima (PKL) tersebut? 
3. Apakah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut mengganggu 
lingkungan sekitar? 
4. Bagaimana kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) bagi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 
5. Apa sajakah permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi 







c. Penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
1. Bagaimanakah proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima 
(PKL)? 
2. Apa sajakah kendala dalam proses penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki 
lima (PKL)? 
d. Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)? 
2. Apa sajakah kendala dalam  pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima 
(PKL)? 
e. Frekuensi pelaksanaan monitoring 
1. Berapa lama rentang waktu frekuensi pelaksanaan monitoring? 
2. Apakah pelaksanaan monitoring rutin dilakukan atau hanya sewaktu-waktu 
bila diperlukan?  
f. Pelaporan hasil monitoring kepada Bupati 
1. Setelah hasil monitoring diperoleh, apakah hasil monitoring tersebut rutin 
dilaporkan kepada Bupati? 
g. Tindak lanjut atas hasil monitoring 
1. Bagaimanakah tindak lanjut atas hasil monitoring pedagang kaki lima yang 
tidak sesuai dengan rencana atau masih banyaknya ditemukan pedagang kaki 
lima (PKL) yang menempati lokasi berdagang di luar lokasi pedagang kaki 
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